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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat 

disusun.  

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi 

Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang 

capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

tahun 2023. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus 

dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari 

SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna 

meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.  

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini masih 

banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat 

membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini sangat kami 

harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di 

tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini menjadi 

bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur 

dan akuntabel.  

 
Paraf Hirarki 

 

No Jabatan Paraf Tgl 

1 Asisten Administrasi Umum   

2 Ka. Bag. Administrasi dan 
Keuangan 

  

3 Ketua Tim Kerja PEP Setda   
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 

menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah 

Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Sasaran Sekretariat Daerah 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dengan indikator 

persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; 

2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator status 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dengan indikator indeks perekonomian; 

4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dengan indikator indeks pelaksanaan 

pembangunan;  

5. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dengan indikator indeks pelayanan 

publik; dan 

6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dengan indikator hasil penilaian 

mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. 

Hasil capaian lima sasaran tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat ditargetkan mencapai 40%, tercapai 40% dengan tingkat capaian 

indikator 100%; 

2. Indikator status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditargetkan masuk 

kategori berprestasi tinggi (skala 3,41 – 4,20), tercapai tercapai 3,29 atau masuk kategori 

berprestasi sedang dengan tingkat capaian indikator 96,48%; 

3. Indikator indeks perekonomian ditargetkan mencapai 71,32, tercapai 77,09 dengan tingkat 

capaian indikator 108,09%; 

4. Indikator indeks pelaksanaan pembangunan ditargetkan mencapai angka indeks 94,6 

tercapai 99,04 (data per 10 Januari 2024) dengan tingkat capaian indikator 104,69%;  

5. Indikator indeks pelayanan publik ditargetkan mencapai angka indeks 81,5 tercapai 84,24 

dengan ingkat capaian indikator 103,4%; dan 
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6. Indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat ditargetkan 

memperoleh predikat nilai A, tercapai A dengan ingkat capaian indikator 100%. 

Realisasi anggaran belanja (termasuk gaji dan belanja operasional kepala daerah) yang 

dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 50.636.096.386 (95,54%) dari total 

anggaran sebesar Rp 53.001.410.145. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban,  

akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan 

pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga dapat dijadikan bahan 

evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan 

yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan 

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (LKIP Setda) 

Tahun 2023. Isi LKIP Setda tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota 

Yogyakarta selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Sekretariat Daerah Yogyakarta tahun 2023.  

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.  

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan; 

2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran 

pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota 

Yogyakarta pada tahun yang akan datang. 
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1.1 Struktur Organisasi 

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

terdiri dari: 

1. Sekretaris Daerah; 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 

1) Bagian Tata Pemerintahan; 

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

3) Bagian Hukum. 

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 

1) Bagian Administrasi Pembangunan; 

2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama; 

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas: 

1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas: 

a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli; 

b) Subbagian Protokol; dan 

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas: 

a) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan 

b) Subbagian Administrasi Umum. 

3) Bagian  Organisasi, terdiri atas Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; 
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1.2 Tugas dan Fungsi 

 Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat 

Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 

administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah; 

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah; 

4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; 

dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas 

Sekretariat Daerah. 

 

 Sedangkan uraian tugas masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah. 

2. Tugas Pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di 

bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Tugas Pokok Bagian Hukum: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan 
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dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi. 

4. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan: 

Melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian 

pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan 

administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan. 

5. Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di 

bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, 

pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah. 

6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik. 

7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol: 

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang 

tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan. 

8. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Keuangan: 

Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat 

Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum. 

9. Tugas pokok Bagian Organisasi: 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 

pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi. 
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1.3 Isu Strategis 

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah 

Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang sudah dilakukan dalam dokumen Rencana 

Strategis Sekretariat Daerah tahun 2023-2026, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota 

Yogyakarta dapat dibagi menjadi empat isu utama, yaitu:  

1. Isu terkait pemberdayaan masyarakat 

a. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak 

pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-

pelatihan saja, tanpa ada pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya 

pelatihan diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi 

kurang merata. 

2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan. 

a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan 

Kecamatan se-Kota Yogyakarta; 

b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah 

Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan data yang perlu diisi belum 

tentu tersedia; dan 

c. Penyederhanaan produk hukum daerah. 

3. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan 

a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus 

ditingkatkan lagi; 

b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan; dan 

c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP. 

4. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar 

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima. 

a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;   

b. Penyelarasan budaya kerja SATRIYA dengan BERAKHLAK;  

c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan; 

d. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan; 

e. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan 

laporan barang persediaan di tingkat setda. 
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1.4 Keadaan Pegawai 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

didukung oleh pegawai sebanyak 160 orang ASN (data per bulan Desember 2023), terdiri dari 158 

orang PNS dan 2 orang PPPK. Namun demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah 

kebutuhan pegawai di Sekretariat Daerah adalah 302 orang (Kepwal nomor 244 tahun 2023 tentang 

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah), dengan demikian baru terpenuhi 52,98%. Jumlah ini masih kurang karena 

belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Sekretariat Daerah Kota 

Yogyakarta. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.    

 
Tabel 1.1 

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah 
 

Jabatan Jumlah 

ASN   

Sekretaris Daerah 1 orang 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 orang 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 orang 

Asisten Administrasi Umum 1 orang 

Staf Ahli 3 orang 

Kepala Bagian 9 orang 

Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim Kerja 25 orang 

Fungsional/ Pelaksana/ PPPK  119 orang 

  

Non ASN  

JLOP 79 orang 

TOTAL 239 orang 
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Tabel 1.2 

Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan 

Golongan Jumlah 

IV (ASN) 20 orang 

III (ASN) 119 orang 

II (ASN) 19 orang 

IX (PPPK) 1 orang 

VII (PPPK) 1 orang 

TOTAL 160 orang 

 

Tabel 1.3 

Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon 

Eselon Jumlah 

II 7 orang 

III 9 orang 

IV / Ketua Tim Kerja 25 orang 

Fungsional / Pelaksana/ PPPK 119 orang 

TOTAL 160 orang 

 

Tabel 1.4 

Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persen 

S2 29 orang 18,13% 

S1 90 orang 56,25% 

D3 14 orang 8,75% 

SMA/SMK 26 orang 16,25% 

SMP 1 orang 0,63% 

TOTAL 160 orang 100% 
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Tabel 1.5 

Komposisi JLOP Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persen 

S2 4 orang 5,06% 

S1 38 orang 48,10% 

D3 9 orang 11,39% 

D2 1 orang 1,27% 

SMA/SMK 26 orang 32,91% 

SMP 1 orang 1,27% 

TOTAL 79 orang 100% 

 

Tabel 1.6 

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi 

Organisasi Golongan JLOP Jumlah 

 IV III II IX VII   

Sekretaris Daerah 1      1 orang 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1      1 orang 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1      1 orang 

Asisten Administrasi Umum 1      1 orang 

Staf Ahli 3      3 orang 

Bagian Umum dan Protokol        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Kepala Sub Bagian  3     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  14 5    19 orang 

 PPPK     1  1 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      36 36 orang 

Bagian Organisasi        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim Kerja  2     2 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  14     14 orang 

 PPPK    1   1 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      5 5 orang 
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Organisasi Golongan JLOP Jumlah 

 IV III II IX VII   

Bagian Tata Pemerintahan         

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Ketua Tim Kerja  3     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  9     9 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      6 6 orang 

Bagian Kesejahteraan Rakyat        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Ketua Tim Kerja 1 2     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  8 1    9 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      3 3 orang 

Bagian Hukum        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Ketua Tim Kerja 2 1     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  12 1    13 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      4 4 orang 

Bagian Administrasi dan Keuangan        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim Kerja  3     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  3 7    10 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      8 8 orang 

Bagian Administrasi Pembangunan        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Ketua Tim Kerja  2     2 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  6 2    8 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      7 7 orang 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Ketua Tim Kerja 1 2     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  24 2    26 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      6 6 orang 
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Organisasi Golongan JLOP Jumlah 

 IV III II IX VII   

Bagian Perekonomian dan Kerjasama        

 Kepala Bagian 1      1 orang 

 Ketua Tim Kerja  3     3 orang 

 Staf PNS (fungsional dan pelaksana)  8 1    9 orang 

 Staf non ASN (JLOP)      4 4 orang 

TOTAL 20 119 19 1 1 79 239 orang 

 

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga 

perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan 

menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 

Untuk kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah masih perlu dilakukan peremajaan atau 

pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk 

memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

Tabel 1.7 
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah 

 

No Kode Barang Nama Barang Satuan Jumlah 
    Barang Nilai Aset 

1 1.3.02.01.03.0004.002 Portable Generating Set Unit 4 794.463.669,98 

2 1.3.02.01.03.0004.003 Stationary Generating Set Unit 1 152.889.397,60 

3 1.3.02.01.03.0005.003 Stationary Water Pump Buah 1 1.000.000,00 

4 1.3.02.01.03.0005.005 Sumersible Pump Unit 1 2.835.000,00 

5 1.3.02.01.03.0005.010 Pompa Air Unit 19 60.675.312,19 

6 1.3.02.02.01.0001.001 Sedan Unit 1 635.104.559,80 

7 1.3.02.02.01.0001.003 Station Wagon Unit 26 6.565.357.670,60 

8 1.3.02.02.01.0001.005 Sport Utility Vehicle (SUV) Unit 3 1.383.000.000,00 

9 
1.3.02.02.01.0002.002 

Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 
Orang ) Unit 1 840.000.000,40 

10 
1.3.02.02.01.0002.003 

Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 
Kebawah ) Unit 3 1.533.500.000,00 

11 1.3.02.02.01.0003.002 Pick Up Unit 1 92.500.000,00 

12 1.3.02.02.01.0004.001 Sepeda Motor Unit 41 567.154.522,31 

13 1.3.02.02.02.0002.001 Sepeda Unit 8 20.773.728,38 

14 1.3.02.03.01.0001.005 Mesin Bor Unit 1 821.500,00 

15 1.3.02.03.02.0005.002 Tool Kit Box Buah 1 599.950,00 

16 1.3.02.03.03.0001.072 Global Positioning System Unit 2 14.150.000,00 

17 1.3.02.03.03.0001.102 Ozonizer Unit  3 2.310.000,00 

18 1.3.02.03.03.0009.000 ALAT UKUR LAIN-LAIN Unit 11 7.321.506,71 
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No Kode Barang Nama Barang Satuan Jumlah 
    Barang Nilai Aset 

19 1.3.02.04.01.0002.007 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) Unit 2 2.000.000,00 

20 
1.3.02.05.01.0001.001 

Mesin Ketik Manual Portable (11-13 
Inci) Unit 8 10.569.014,37 

21 
1.3.02.05.01.0001.003 

Mesin Ketik Manual Langewagen 
(18-27 Inci) Unit 1 3.000.000,00 

22 1.3.02.05.01.0001.004 Mesin Ketik Listrik Buah 1 2.975.000,00 

23 1.3.02.05.01.0002.003 Mesin Hitung Elektronik/Calculator Unit 17 2.906.175,00 

24 1.3.02.05.01.0002.010 Mesin Absen (Time Recorder) Unit 3 11.904.833,04 

25 
1.3.02.05.01.0004.000 

ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN 
KANTOR Unit 20 257.827.371,98 

26 1.3.02.05.01.0004.001 Lemari Besi/Metal Unit 34 62.165.240,88 

27 1.3.02.05.01.0004.002 Lemari Kayu Unit 75 407.995.738,70 

28 1.3.02.05.01.0004.003 Rak Besi Unit 11 28.472.086,77 

29 1.3.02.05.01.0004.004 Rak Kayu Unit 25 104.863.315,78 

30 1.3.02.05.01.0004.005 Filing Cabinet Besi Unit 61 200.899.114,75 

31 1.3.02.05.01.0004.007 Brandkas Unit 7 18.833.000,00 

32 1.3.02.05.01.0004.009 Kardex Besi Unit 3 2.960.362,02 

33 1.3.02.05.01.0004.013 Buffet Unit 5 66.060.255,95 

34 1.3.02.05.01.0004.018 Kontainer Buah 1 609.500,00 

35 1.3.02.05.01.0004.020 Lemari Display Unit 1 4.022.369,50 

36 1.3.02.05.01.0004.026 Lemari Sorok Unit 29 82.549.963,60 

37 1.3.02.05.01.0004.027 Lemari Kaca Unit 13 58.098.078,12 

38 

1.3.02.05.01.0004.029 

Key Box/Kotak Penyimpan Kunci  
(Alat Penyimpanan Perlengkapan 
Kantor) Buah 1 350.000,00 

39 1.3.02.05.01.0005.000 ALAT KANTOR LAINNYA Unit 4 1.740.500,00 

40 
1.3.02.05.01.0005.002 

CCTV - Camera Control Television 
System Unit 5 62.588.632,11 

41 1.3.02.05.01.0005.003 Papan Visual/Papan Nama Unit 5 62.203.108,50 

42 1.3.02.05.01.0005.005 White Board Unit 13 17.950.135,14 

43 1.3.02.05.01.0005.010 Alat Penghancur Kertas Unit 5 18.924.000,00 

44 1.3.02.05.01.0005.012 Mesin Absensi Unit 1 3.197.500,00 

45 1.3.02.05.01.0005.019 Alat Pemotong Kertas Unit 2 14.000.000,00 

46 1.3.02.05.01.0005.020 Headmachine Besar Unit 1 490.000,00 

47 1.3.02.05.01.0005.032 White Board Electronic Unit 2 26.910.000,00 

48 1.3.02.05.01.0005.033 Laser Pointer Unit 14 6.848.975,00 

49 1.3.02.05.01.0005.043 LCD Projector/Infocus Unit 40 289.494.556,14 

50 
1.3.02.05.01.0005.053 

Focusing Screen/Layar LCD 
Projector Unit 13 13.405.542,52 

51 1.3.02.05.01.0005.076 Papan Nama Instansi Unit 1 1.205.157,89 

52 1.3.02.05.01.0005.081 Teralis Buah 1 3.500.000,00 

53 1.3.02.05.01.0005.091 Backdrop Unit 7 108.983.451,00 

54 1.3.02.05.02.0001.000 MEUBELAIR Unit 52 222.456.725,10 

55 1.3.02.05.02.0001.002 Meja Kerja Kayu Unit 102 384.236.528,75 

56 1.3.02.05.02.0001.003 Kursi Besi/Metal Unit 62 36.371.700,00 

57 1.3.02.05.02.0001.004 Kursi Kayu Unit 69 21.428.356,62 

58 1.3.02.05.02.0001.005 Sice Unit 17 63.526.627,24 

59 1.3.02.05.02.0001.008 Meja Rapat Unit 192 436.996.808,53 

60 1.3.02.05.02.0001.010 Tempat Tidur Kayu Unit 15 91.145.600,00 

61 1.3.02.05.02.0001.011 Meja Ketik Unit 11 2.360.000,00 

62 1.3.02.05.02.0001.012 Meja Telepon Unit 25 8.934.689,85 

63 1.3.02.05.02.0001.013 Meja Podium Unit 2 4.925.000,00 

64 1.3.02.05.02.0001.014 Meja Resepsionis Unit 4 33.036.044,16 

65 1.3.02.05.02.0001.016 Meja Tambahan Unit 8 9.325.000,00 

66 1.3.02.05.02.0001.017 Meja Panjang Unit 8 30.358.037,42 
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No Kode Barang Nama Barang Satuan Jumlah 
    Barang Nilai Aset 

67 1.3.02.05.02.0001.018 Meja Bundar Unit 1 300.000,00 

68 1.3.02.05.02.0001.024 Meja 1/2 Biro Unit 86 116.037.283,74 

69 1.3.02.05.02.0001.025 Kasur/Spring Bed Unit 11 55.192.808,77 

70 1.3.02.05.02.0001.028 Meja Makan Kayu Unit 15 174.073.220,50 

71 1.3.02.05.02.0001.030 Kursi Rapat Unit 776 324.284.568,17 

72 1.3.02.05.02.0001.031 Kursi Tamu Unit 5 20.589.500,00 

73 1.3.02.05.02.0001.032 Kursi Putar Unit 236 264.256.448,20 

74 1.3.02.05.02.0001.033 Kursi Biasa Unit 30 55.740.000,00 

75 1.3.02.05.02.0001.035 Bangku Tunggu Unit 5 10.422.534,34 

76 1.3.02.05.02.0001.036 Kursi Lipat Unit 48 13.152.355,32 

77 1.3.02.05.02.0001.039 Meja Komputer Unit 35 33.918.102,63 

78 1.3.02.05.02.0001.041 Partisi Unit 9 71.933.375,09 

79 1.3.02.05.02.0001.046 Cubikal Unit 20 119.915.000,00 

80 1.3.02.05.02.0001.048 Sofa Unit 29 319.359.435,10 

81 1.3.02.05.02.0001.049 Meja Rias Unit 5 21.000.000,00 

82 1.3.02.05.02.0001.051 Meja Tamu (Meubelair) Unit 3 4.250.000,00 

83 1.3.02.05.02.0001.054 Lain-Lain Meubelair Unit 3 135.000.000,00 

84 1.3.02.05.02.0002.000 ALAT PENGUKUR WAKTU Unit 7 1.299.942,28 

85 1.3.02.05.02.0002.001 Jam Mekanis Unit 18 19.830.664,63 

86 1.3.02.05.02.0002.003 Jam Elektronik Unit 22 7.103.166,69 

87 
1.3.02.05.02.0003.001 

Mesin Penghisap Debu/Vacuum 
Cleaner Unit 5 9.831.252,61 

88 1.3.02.05.02.0003.003 Mesin Pemotong Rumput Unit 2 1.515.000,00 

89 1.3.02.05.02.0003.004 Mesin Cuci Unit 1 7.315.000,00 

90 1.3.02.05.02.0003.005 Air Cleaner Unit 1 1.450.000,00 

91 1.3.02.05.02.0003.007 Tempat Sampah Buah 1 1.402.000,00 

92 1.3.02.05.02.0004.000 ALAT PENDINGIN Unit 23 153.175.407,70 

93 1.3.02.05.02.0004.001 Lemari Es Unit 23 59.703.957,68 

94 1.3.02.05.02.0004.003 A.C. Window Unit 1 8.000.000,00 

95 1.3.02.05.02.0004.004 A.C. Split Unit 105 608.173.362,43 

96 
1.3.02.05.02.0004.005 

Portable Air Conditioner (Alat 
Pendingin) Unit 4 23.500.000,00 

97 1.3.02.05.02.0004.006 Kipas Angin Unit 27 34.849.535,35 

98 1.3.02.05.02.0004.007 Exhause Fan Unit 19 8.498.903,05 

99 1.3.02.05.02.0004.018 Air Purifier (alat pendingin) Buah 1 1.400.000,00 

100 1.3.02.05.02.0005.000 ALAT DAPUR Unit 2 1.550.763,29 

101 1.3.02.05.02.0005.002 Kompor Gas (Alat Dapur) Unit 6 6.102.674,92 

102 1.3.02.05.02.0005.008 Kitchen Set Unit 3 28.364.000,00 

103 1.3.02.05.02.0005.009 Tabung Gas Unit 3 1.559.766,06 

104 1.3.02.05.02.0005.015 Rak Piring Alumunium Buah 2 1.295.000,00 

105 1.3.02.05.02.0005.025 Thermos Air Unit 1 1.126.700,00 

106 1.3.02.05.02.0005.026 Wastafel Portabel Unit 1 1.320.000,00 

107 
1.3.02.05.02.0006.000 

ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 
(HOME USE) Unit 61 303.295.638,83 

108 1.3.02.05.02.0006.002 Televisi Unit 63 884.167.588,02 

109 1.3.02.05.02.0006.006 Equalizer Unit 3 7.250.000,00 

110 1.3.02.05.02.0006.007 Loudspeaker Unit 47 598.421.252,52 

111 1.3.02.05.02.0006.008 Sound System Unit 7 275.611.454,53 

112 1.3.02.05.02.0006.012 Wireless Unit 6 32.955.583,50 

113 1.3.02.05.02.0006.014 Microphone Unit 17 38.142.890,00 

114 1.3.02.05.02.0006.015 Microphone Floor Stand Unit 7 4.683.000,00 

115 1.3.02.05.02.0006.016 Microphone Table Stand Unit 5 608.001,00 

116 1.3.02.05.02.0006.017 Mic Conference Unit 4 9.000.000,00 

117 1.3.02.05.02.0006.018 Unit Power Supply/UPS Unit 7 7.375.000,00 

118 1.3.02.05.02.0006.020 Stabilisator Unit 4 30.000.000,00 
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No Kode Barang Nama Barang Satuan Jumlah 
    Barang Nilai Aset 

119 1.3.02.05.02.0006.021 Camera Video Unit 6 83.274.610,97 

120 1.3.02.05.02.0006.027 Alat Hiasan Unit 4 700.000,00 

121 1.3.02.05.02.0006.028 Lambang Garuda Pancasila Unit 13 635.000,00 

122 1.3.02.05.02.0006.029 Gambar Presiden/Wakil Presiden Unit 32 9.577.200,00 

123 1.3.02.05.02.0006.030 Lambang Korpri/Dharma Wanita Unit 1 35.000,00 

124 1.3.02.05.02.0006.032 Tiang Bendera Unit 6 99.834.000,00 

125 1.3.02.05.02.0006.033 Pataka Unit 1 250.000,00 

126 1.3.02.05.02.0006.036 Tangga Aluminium Unit 7 13.449.991,72 

127 1.3.02.05.02.0006.037 Kaca Hias Unit 15 8.133.000,00 

128 1.3.02.05.02.0006.038 Dispenser Unit 50 105.461.179,54 

129 1.3.02.05.02.0006.039 Mimbar/Podium Unit 2 4.980.000,00 

130 1.3.02.05.02.0006.044 Lambang Instansi Unit 4 4.419.319,50 

131 1.3.02.05.02.0006.057 Karpet Unit 4 94.658.006,52 

132 1.3.02.05.02.0006.058 Vertikal Blind Unit 5 40.302.250,00 

133 1.3.02.05.02.0006.059 Gordyin/Kray Unit 18 100.192.000,00 

134 1.3.02.05.02.0006.074 Bracket Standing Peralatan Unit 11 30.550.000,00 

135 
1.3.02.05.02.0006.080 

Wheel Bin/Tempat Sampah (Alat 
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Unit 1 1.500.000,00 

136 1.3.02.05.02.0006.082 Speaker Portable Buah 1 1.880.000,00 

137 1.3.02.05.02.0006.084 Penyemprot Otomatis Ruangan Buah 8 3.999.996,00 

138 1.3.02.05.02.0007.001 Alat Pemadam/Portable Unit 2 1.056.000,00 

139 
1.3.02.05.03.0001.001 

Meja Kerja 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Unit 1 2.345.000,00 

140 
1.3.02.05.03.0001.002 

Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil B Unit 1 2.345.000,00 

141 1.3.02.05.03.0001.004 Meja Kerja Pejabat Eselon II Unit 4 13.097.000,00 

142 1.3.02.05.03.0001.005 Meja Kerja Pejabat Eselon III Unit 2 10.840.190,00 

143 1.3.02.05.03.0001.006 Meja Kerja Pejabat Eselon IV Unit 9 8.952.600,00 

144 1.3.02.05.03.0001.008 Meja Kerja Pegawai Non Struktural Unit 43 172.988.072,40 

145 1.3.02.05.03.0002.000 MEJA RAPAT PEJABAT Unit 1 2.960.934,26 

146 
1.3.02.05.03.0002.001 

Meja Rapat 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Unit 1 1.500.000,00 

147 

1.3.02.05.03.0002.002 

Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil 
Walikota Unit 1 26.150.000,00 

148 1.3.02.05.03.0002.004 Meja Rapat Pejabat Eselon II Unit 10 38.381.167,90 

149 1.3.02.05.03.0002.005 Meja Rapat Pejabat Eselon III Unit 1 7.480.000,00 

150 
1.3.02.05.03.0002.006 

Meja Tamu Ruangan Tunggu 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Unit 2 8.000.000,00 

151 1.3.02.05.03.0002.013 Meja Operator Unit 4 2.870.000,00 

152 
1.3.02.05.03.0003.001 

Kursi Kerja 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Unit 2 10.200.000,00 

153 
1.3.02.05.03.0003.002 

Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil  Unit 2 5.845.998,00 

154 1.3.02.05.03.0003.004 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Unit 5 19.605.442,95 

155 1.3.02.05.03.0003.005 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Unit 5 17.706.818,00 

156 1.3.02.05.03.0003.006 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Unit 5 16.000.000,00 

157 1.3.02.05.03.0003.008 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Unit 78 144.560.136,75 

158 
1.3.02.05.03.0004.001 

Kursi Rapat 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Unit 12 42.000.000,00 

159 
1.3.02.05.03.0004.002 

Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat 
Eselon I/Wakil G Unit 46 77.280.000,00 

160 
1.3.02.05.03.0004.004 

Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat 
Eselon II Unit 23 27.763.000,00 

161 1.3.02.05.03.0004.007 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf Unit 13 15.342.000,00 
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162 
1.3.02.05.03.0005.000 

KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA 
PEJABAT Unit 4 1.166.000,00 

163 
1.3.02.05.03.0005.001 

Kursi Hadap Depan Meja Kerja 
Menteri/Gubernur/Bupa Unit 4 7.800.000,00 

164 
1.3.02.05.03.0005.002 

Kursi Hadap Depan Meja Kerja 
lejauat Eselon I/Waki Unit 1 750.000,00 

165 
1.3.02.05.03.0005.004 

Kursi Hadap Depan Meja Kerja 
Pejabat Eselon II Unit 1 774.033,41 

166 
1.3.02.05.03.0005.006 

Kursi Hadap Depan Meja Kerja 
Pejabat Eselon IV Unit 9 4.814.036,93 

167 
1.3.02.05.03.0006.001 

Kursi Tamu di Ruangan 
Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Unit 2 7.130.000,00 

168 
1.3.02.05.03.0006.002 

Kursi Tamu di Ruangan Eselon 
I/Wakil Gubernur/Waki Unit 1 6.131.782,38 

169 
1.3.02.05.03.0006.004 

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 
Eselon II Unit 2 6.065.000,00 

170 
1.3.02.05.03.0006.005 

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 
Eselon III Unit 3 12.263.564,76 

171 1.3.02.05.03.0007.006 Lemari Buku Untuk Perpustakaan Unit 3 32.226.556,41 

172 
1.3.02.05.03.0007.007 

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 
Dinamis Unit 18 129.383.500,00 

173 1.3.02.05.03.0007.008 Buffet Kayu Unit 4 10.990.000,00 

174 1.3.02.06.01.0001.000 PERALATAN STUDIO AUDIO Unit 28 159.486.627,39 

175 1.3.02.06.01.0001.001 Audio Mixing Console Unit 3 25.425.000,00 

176 1.3.02.06.01.0001.002 Audio Mixing Portable Unit 2 10.700.000,00 

177 1.3.02.06.01.0001.003 Audio Mixing Stationer   1 3.800.000,00 

178 1.3.02.06.01.0001.005 Audio Amplifier Unit 3 30.700.000,00 

179 1.3.02.06.01.0001.016 Compact Disc Player Unit 1 4.617.101,37 

180 1.3.02.06.01.0001.026 Audio Filter Unit 5 6.001.000,00 

181 
1.3.02.06.01.0001.035 

Modulation Monitor Speaker 
Kabaret Unit 1 1.000.000,00 

182 1.3.02.06.01.0001.036 Microphone/Wireless MIC Unit 12 55.901.435,67 

183 1.3.02.06.01.0001.037 Microphone/Boom Stand Unit 4 5.970.000,00 

184 1.3.02.06.01.0001.041 Professional Sound System Unit 1 20.400.000,00 

185 1.3.02.06.01.0001.042 Audio Master Control Unit Unit 6 60.507.390,87 

186 
1.3.02.06.01.0001.055 

Battery Charger (Peralatan Studio 
Audio) Unit 1 19.050.000,00 

187 1.3.02.06.01.0001.059 Power Amplifier Unit 12 182.424.000,00 

188 1.3.02.06.01.0001.064 Chairman/Audio Conference Unit 14 200.324.646,10 

189 1.3.02.06.01.0001.075 Digital Audio Taperecorder Unit 2 3.053.009,20 

190 1.3.02.06.01.0001.078 Microphone Cable Unit 8 13.560.000,00 

191 1.3.02.06.01.0001.080 Celling Mount Bracket Unit 1 2.790.000,00 

192 1.3.02.06.01.0001.096 Audio Processor Digital Unit 2 22.395.000,00 

193 1.3.02.06.01.0002.002 Off Air TV Monitor Unit 3 39.480.000,00 

194 1.3.02.06.01.0002.024 Video Processor Unit 1 19.000.000,00 

195 1.3.02.06.01.0002.045 Tripod Camera Unit 7 15.844.000,00 

196 1.3.02.06.01.0002.057 Slide Projector Unit 2 13.798.400,00 

197 1.3.02.06.01.0002.061 Lensa Kamera Unit 1 19.258.500,00 

198 1.3.02.06.01.0002.116 Head Set Unit 8 6.845.600,00 

199 1.3.02.06.01.0002.126 Camera Digital Unit 18 187.508.065,39 

200 1.3.02.06.01.0002.130 Video Conference Unit 3 37.275.000,00 

201 1.3.02.06.01.0002.133 LCD Monitor Unit 1 18.550.000,00 

202 1.3.02.06.01.0002.163 Camera Conference Buah 3 4.759.000,00 

203 
1.3.02.06.01.0002.164 

Stabilizer Kamera (Gimbal 
Stabilizer) Unit 1 6.659.000,00 
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204 1.3.02.06.01.0002.165 Andoer Kamera Unit 1 831.500,00 

205 1.3.02.06.01.0004.005 Mesin Cetak Elektronik Unit 3 12.714.000,00 

206 1.3.02.06.01.0004.047 Mesin Cacah Unit 1 17.435.873,99 

207 1.3.02.06.01.0005.007 Sketch Master Unit 3 1.505.000,00 

208 1.3.02.06.02.0001.001 Telephone (PABX) Unit 8 4.200.000,00 

209 1.3.02.06.02.0001.003 Pesawat Telephone Unit 7 1.768.000,00 

210 1.3.02.06.02.0001.004 Telephone Mobile Buah 2 7.415.000,00 

211 1.3.02.06.02.0001.006 Handy Talky (HT) Unit 39 137.830.173,99 

212 1.3.02.06.02.0001.007 Telex Unit 2 3.763.744,64 

213 1.3.02.06.02.0001.010 Facsimile Unit 6 9.561.905,40 

214 1.3.02.06.03.0008.001 Antene VHF/FM Portable Unit 1 1.413.750,00 

215 1.3.02.07.01.0001.000 ALAT KEDOKTERAN UMUM Unit 3 4.800.000,00 

216 
1.3.02.07.01.0001.049 

Clinical Thermometer (Alat 
Kedokteran Umum)   1 1.000.000,00 

217 1.3.02.07.01.0002.032 Bracket Holder Unit 1 843.267,00 

218 1.3.02.07.02.0005.025 Thermogun Unit 5 7.136.500,00 

219 1.3.02.08.01.0006.055 Alat Pemeriksa Beton Unit 1 52.803.906,04 

220 1.3.02.08.01.0006.062 Concrette Hammer Set Unit 1 20.070.000,00 

221 1.3.02.08.01.0056.081 Meja Kerja Unit 1 1.975.000,00 

222 1.3.02.08.08.0015.005 Lighting Equipment Set 1 5.280.000,00 

223 1.3.02.10.01.0002.001 P.C Unit Unit 176 1.695.679.631,17 

224 1.3.02.10.01.0002.002 Lap Top Unit 16 200.050.000,00 

225 1.3.02.10.01.0002.003 Note Book Unit 128 1.110.129.391,91 

226 1.3.02.10.01.0002.009 Tablet PC Unit 1 3.806.035,88 

227 1.3.02.10.02.0001.012 Hard Disk Unit 3 2.902.500,00 

228 1.3.02.10.02.0003.000 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Unit 1 131.000,00 

229 1.3.02.10.02.0003.002 Monitor Unit 3 5.626.826,65 

230 
1.3.02.10.02.0003.003 

Printer (Peralatan Personal 
Komputer) Unit 90 369.764.463,29 

231 
1.3.02.10.02.0003.004 

Scanner (Peralatan Personal 
Komputer) Unit 17 98.138.730,23 

232 1.3.02.10.02.0003.017 External/ Portable Hardisk Unit 58 52.969.624,00 

233 
1.3.02.10.02.0003.018 

Webcam (Peralatan Personal 
Komputer) Unit 2 16.829.000,00 

234 1.3.02.10.02.0004.001 Server Unit 2 798.000,00 

235 1.3.02.10.02.0005.000 PERALATAN KOMPUTER LAINNYA Unit 4 3.221.882,04 

236 1.3.02.10.02.0005.001 Uninterupted Power Supply (UPS) Unit 24 33.010.047,40 

237 
1.3.02.10.02.0005.003 

Videotron (Peralatan Komputer 
Lainnya) Set 2 719.000.000,00 

238 1.3.02.15.04.0005.006 Air Conditioning (AC) Unit 11 75.708.000,00 

239 1.5.04.01.01.0001.002 Sepeda Unit 5 8.874.166,58 

 Jumlah KIB B   4252 28.353.553.135,95 

240 1.3.03.01.01.0001.000 BANGUNAN GEDUNG KANTOR M2 3 154.870.000,00 

241 
1.3.03.01.01.0001.001 

Bangunan Gedung Kantor 
Permanen M2 12 17.901.568.817,81 

242 
1.3.03.01.01.0001.002 

Bangunan Gedung Kantor Semi 
Permanen M2 3 228.526.246,75 

243 
1.3.03.01.01.0008.001 

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 
Permanen M2 3 4.936.896.311,48 

244 
1.3.03.01.01.0010.001 

Bangunan Gedung Pendidikan 
Permanen M2 7 165.555.463,32 

245 
1.3.03.01.01.0010.003 

Bangunan Gedung Pendidikan 
Darurat M2 1 1.500.000,00 

246 
1.3.03.01.01.0012.001 

Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 
Permanen M2 1 385.840.000,00 
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247 1.3.03.01.01.0013.001 Gedung Pos Jaga Permanen M2 6 247.211.386,97 

248 1.3.03.01.01.0014.001 Gedung Garasi/Pool Permanen M2 2 117.130.000,00 

249 
1.3.03.01.01.0014.002 

Gedung Garasi/Pool Semi 
Permanen M2 1 15.017.500,00 

250 1.3.03.01.01.0025.001 Bangunan Lantai Jemur Permanen M2 1 300.929.968,06 

251 
1.3.03.01.01.0030.003 

Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Lainnya Darurat M2 2 91.660.000,00 

252 1.3.03.01.01.0032.001 Bangunan Tempat Parkir M2 2 39.963.600,00 

253 1.3.03.01.01.0033.001 Bangunan Parkir Terbuka Permanen M2 2 312.388.135,39 

254 1.3.03.01.01.0036.001 Taman Permanen M2 24 622.071.679,75 

255 1.3.03.01.01.0036.002 Taman Semi Permanen M2 2 395.400.000,00 

256 1.3.03.01.01.0036.003 Kandang Hewan (Taman) M2 1 39.909.965,70 

257 
1.3.03.01.02.0001.001 

Rumah Negara Golongan I Tipe A 
Permanen M2 3 8.582.950.287,10 

258 1.3.03.02.01.0002.003 Tugu Peringatan Lainnya M2 1 450.472.241,28 

259 1.3.03.04.01.0004.001 Pagar Permanen M2 1 356.982.545,53 

 Jumlah KIB C   78 35.346.844.149,14 

260 
1.3.04.02.05.0005.001 

Bak Penampung/Kolam/ Menara 
Penampungan M2 2 196.029.419,90 

261 
1.3.04.03.03.0003.002 

Bangunan Tempat Menampung 
Sampah Lingkungan M2 1 98.658.000,00 

262 1.3.04.04.02.0002.000 JARINGAN DISTRIBUSI M2 1 47.244.507,30 

 Jumlah KIB D   4 341.931.927,20 

263 1.3.05.01.01.0001.000 BUKU UMUM Unit 54 4.036.615,04 

264 1.3.05.01.01.0001.003 Ilmu Pengetahuan Umum Unit 491 38.300.015,00 

265 1.3.05.01.01.0001.004 Bibliografi, Katalog Unit 5 316.000,00 

266 
1.3.05.01.01.0001.006 

Ensyclopedia, Kamus, Buku 
Referensi Unit 224 32.211.120,00 

267 1.3.05.01.01.0001.010 Harian Exemplar 19 1.195.000,00 

268 1.3.05.01.01.0003.001 Agama Islam Unit 11 704.499,99 

269 1.3.05.01.01.0004.000 BUKU ILMU SOSIAL Unit 21 1.053.600,00 

270 1.3.05.01.01.0004.001 Sosiologi Unit 5 245.825,00 

271 1.3.05.01.01.0004.003 Ilmu Politik Unit 7 353.600,00 

272 1.3.05.01.01.0004.004 Ekonomi Unit 24 2.360.000,00 

273 1.3.05.01.01.0004.005 Hukum Unit 25 3.553.200,00 

274 
1.3.05.01.01.0004.006 

Administrasi, Pertahanan dan 
Keamanan Unit 3 369.800,00 

275 1.3.05.01.01.0004.007 Service Umum Sosial Unit 7 357.000,00 

276 1.3.05.01.01.0004.008 Pendidikan Unit 1 135.000,00 

277 1.3.05.01.01.0004.009 Perdagangan Unit 1 85.000,00 

278 1.3.05.01.01.0005.000 BUKU ILMU BAHASA Unit 1 79.000,00 

279 1.3.05.01.01.0005.001 Umum Unit 3 245.000,00 

280 1.3.05.01.01.0005.003 Pengetahuan Bahasa Inggris Buah 1 145.000,00 

281 
1.3.05.01.01.0007.000 

BUKU ILMU PENGETAHUAN 
PRAKTIS Unit 31 3.160.020,00 

282 1.3.05.01.01.0007.001 Ilmu Kedokteran Buah 4 296.250,00 

283 1.3.05.01.01.0007.003 Pertanian, Kehutanan, Perikanan Unit 1 73.000,00 

284 1.3.05.01.01.0007.005 Management dan Perkantoran Unit 5 310.300,00 

285 1.3.05.01.01.0008.007 Musik Unit 3 102.600,00 

286 1.3.05.01.01.0009.003 Sejarah Exemplar 1 175.000,00 

287 1.3.05.01.01.0009.003 Sejarah Exemplar 1 150.000,00 

288 1.3.05.01.03.0001.002 Atlas Unit 1 21.000,00 

289 1.3.05.02.01.0001.002 Alat Musik Modern/Band Unit 14 69.185.000,00 

290 1.3.05.02.03.0001.001 Piala Unit 18 2.235.000,00 

291 1.3.05.02.03.0001.003 Piagam Unit 1 35.000,00 
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292 1.3.05.05.01.0001.003 Tanaman Perkebunan Unit 3 275.000,00 

 Jumlah KIB E   986 161.763.445,03 

293 1.5.03.01.01.0005.000 SOFTWARE   6 250.462.450,00 

294 1.5.03.01.01.0006.000 KAJIAN   58 6.618.201.945,00 

 
Jumlah KIB Aset Tak 
Berwujud (ATB) 

  
64 6.868.664.395,00 

 

1.6 Keuangan 

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat 

Daerah Kota Yogyakarta  pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana 

Keistimewaan DIY. Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 53.001.410.145 dengan rincian belanja yang 

bersumber dari APBD sebesar Rp 52.540.380.395 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 

461.029.750, yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan 

langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.  

 

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Ringkasan Eksekutif memuat: 

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian 

indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 

 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 

kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis. 

 

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada 

awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang 

bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah. 
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BAB III Akuntabilitas Kinerja  

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. 

Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, 

keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat. 

  

BAB IV Penutup 

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Sekretariat 

Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian. 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra 

Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. 

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan 

dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk 

mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta. 

 

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya 

dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1 

Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 
 

Visi Misi Sasaran Daerah 

Kota Yogyakarta Sebagai Kota 
Pendidikan Berkualitas, 
Pariwisata Berbasis Budaya 
dan Pusat Pelayanan Jasa yang 
Berwawasan Lingkungan 

1. Mempertahankan Predikat 
Kota Yogyakarta Sebagai 
Kota Pendidikan  

1. Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan 

2. Mempertahankan 
PredikatKota Yogyakarta 
sebagai Kota Pariwisata, 
Kota Budaya dan Kota 
Perjuangan 

1. Meningkatnya Kualitas 
Pariwisata 

3. Mewujudkan Daya Saing 
Kota Yogyakarta yang 
Unggul dalam Pelayanan 
Jasa 

1. Meningkatnya 
Pertumbuhan Ekonomi 

2. Menurunnya Kemiskinan 
Masyarakat 

4. Mewujudkan Kota 
Yogyakarta yang nyaman 
dan ramah lingkungan 

1. Meningkatnya Kesesuaian 
Pemanfaatan Ruang 

 2. Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 
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Visi Misi Sasaran Daerah 

 5. Mewujudkan masyarakat 
Kota Yogyakarta yang 
bermoral, beretika, 
beradab dan berbudaya 

1. Meningkatnya 
Keberdayaan Masyarakat 

 6. Mewujudkan Kota 
Yogyakarta yang good 
governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik), 
clean government 
(pemerintah yang bersih), 
berkeadilan, demokratis 
dan berlandaskan hukum 

1. Meningkatnya Kapasitas 
Tata Kelola Pemerintahan 

 7. Mewujudkan Kota 
Yogyakarta yang aman, 
tertib, bersatu dan damai 

1. Menurunnya Gangguan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Masyarakat 

 8. Mewujudkan 
pembangunan sarana dan 
prasarana yang berkualitas 

1. Meningkatnya 
Keterpaduan 
Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah 

 9. Mewujudkan Kota 
Yogyakarta Sehat 

1. Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Masyarakat 

 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang 

ketujuh dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Indikator sasaran 

daerah tersebut adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu Sekretariat Daerah Kota 

Yogyakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan juga mendukung 

dalam pencapaian sasaran daerah keberdayaan masyarakat meningkat dan gangguan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat menurun. 

 

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria 

dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan 

tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. 

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja 



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI  PEMERINTAH 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 

 
 

21 
 

dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap 

tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus 

memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously 

improve (SMART-C). 

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

Sekretariat Daerah tahun 2023. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selama 

5 tahun adalah: 

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat; 

2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian;  

4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan;  

5. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik; dan 

6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah. 

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam 

kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2): 

Tabel 2.2 
Sasaran Strategis Sekretariat Daerah  

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
rakyat 

Persentase 
implementasi 
rekomendasi 
kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
rakyat 

Persen 40% 42,86% 55,81% 63,64% 
 

2 Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Status Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Skala Tinggi 
(skala 

3,41-4,2) 

Tinggi 
(skala 

3,41-4,2) 

Tinggi 
(skala 

3,41-4,2) 

Sangat 
Tinggi 
(skala 

4,21-5,0) 

3 Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
perekonomian 

Indeks 
perekonomian 

Indeks 71,32 
 

75,34 79,37 83,39 

4 Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
pembangunan 
 
 

Indeks Pelaksanaan 
Pembangunan 

Indeks 94,6 94,8 94,9 95,6 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
pelayanan publik 
 

Indeks Pelayanan 
Publik 

Indeks 81,5 81,6 81,7 81,8 

6 Meningkatnya 
reformasi 
birokrasi 
Sekretariat 
Daerah 

Hasil penilaian 
mandiri reformasi 
birokrasi oleh 
Inspektorat 

Nilai A A A A 

 

Formula dari masing – masing indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan capaian indikator sasaran persentase implementasi rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat diperoleh dari jumlah implementasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dibagi jumlah kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat (dalam persentase).  

2. Perhitungan capaian indikator sasaran status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diperoleh berdasarkan hasil status evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, 

capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro.  

3. Indeks perekonomian diperoleh dari pembobotan tiga indikator program, yaitu persentase 

perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian, 

dan persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja baik. 

Formula indikator indeks perekonomian: 

 

 Keterangan: 

 α : Kinerja  Kebijakan perekonomian 

β : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD 
λ : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani 

 

 

 

[45% α + 35% β + 20% λ]
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4. Formula indikator indeks pelaksanaan pembangunan: 

[ 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan ]
 

❖ Indikator kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dengan formula: 

 

 

 

❖ Indikator kinerja layanan pengadaan diperoleh dengan formula: 

 

5. Perhitungan capaian indikator indeks pelayanan publik diperoleh dari hasil survei kepuasan 

layanan eksternal dan internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan formula: 

Jumlah paket tender terlaksana

Total tender paket Rencana Umum Pengadaan
x 100%
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6. Perhitungan capaian indikator sasaran hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh 

Inspektorat diperoleh dari rata-rata hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Unit Kerja. 

2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan 

daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau 

langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik 

harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling 

bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah 

diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema 

yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi. 

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran 

bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan 

beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di 

rumuskan pada tahap perumusan masalah. 

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan 

strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan 

serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam 

sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam 

mewujudkan visi pembangunan daerah. 

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan 

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit 

dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada 

pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. 

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus 

didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, 

peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah 

∑ Jumlah Layanan

∑ Skor IKM Dinas, Bagian, Kemantren, Puskesmas, TK dan SD
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kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih 

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan 

kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

 
Tabel 2.3 

Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
 

 
 

No Sasaran Strategis Program Kegiatan

1 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

2 1 Penataan Administrasi Pemerintahan

2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

2 Fasilitasi Bantuan Hukum

3 Pendokumentasian Produk Hukum dan 

Pengelolaan Informasi Hukum

3 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

2 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 

kecil

3 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring  dan 

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD

4 Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

2 Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan

3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan

1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 

Elektronik

3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa

5 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat 

Daerah

1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala 

Daerah

2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil 

Kepala Daerah

3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 

Sekretariat Daerah

1 Fasilitasi Keprotokolan

2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Penataan Organisasi 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan

2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah

Penataan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan Keistimewaan

1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota 

Yogyakarta

Peningkatan Budaya Pemerintahan 1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota 

Yogyakarta

Meningkatnya 

kebijakan 

pelayanan publik

Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

penyelenggaraan 

kesejahteraan 

rakyat

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat

Perekonomian dan 

Pembangunan

Perekonomian dan 

Pembangunan

Penyelenggaraan 

Keistimewaan Yogyakarta 

Urusan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Administrasi Tata Pemerintahan

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

pembangunan

Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

perekonomian

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat

Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa

Meningkatnya 

Kualitas kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan
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No Sasaran Strategis Program Kegiatan

6 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA- SKPD

6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

8 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan

6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD

7 Sub Kegiatan  Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah

1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD

3 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan 

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

5 Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Meningkatnya 

Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Daerah

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan
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2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan 

RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.  

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu 

bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, 

target indikator sasaran, dan anggaran program. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat 

sasaran program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan, target indikator program dan kegiatan, 

anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat sasaran 

sub kegiatan, indikator sub kegiatan, target sub kegiatan, anggaran kegiatan dan sub kegiatan. 

Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5. 

 
 
 
 
 
 

No Sasaran Strategis Program Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2 Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Sub Kegiatan
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Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2023 

 

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas kebijakan 
penyelenggaraan kesejahteraan 
rakyat 

Persentase implementasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan 

rakyat 

40% 

2. Meningkatnya kualitas kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan 

Status Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Tinggi 

Status 

 

3. Meningkatnya kualitas kebijakan 
perekonomian 

Indeks Perekonomian 71,32 

Skala 0 - 

100 

4. Meningkatnya kualitas kebijakan 
pembangunan 

Indeks Pelaksanaan Pembangunan 94,6 

Skala 0 - 

100 

5. Meningkatnya kualitas kebijakan 
pelayanan publik 

Indeks Pelayanan publik 81,5 

Skala 0 - 

100 

6. Meningkatnya reformasi birokrasi 
Sekretariat Daerah 

Hasil penilaian mandiri reformasi 

birokrasi oleh Inspektorat 

64,28 poin 

 

Program Anggaran Keterangan 

1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp 8.329.565.346 APBD TA 2023 

2. Perekonomian dan Pembangunan Rp 2.070.938.250 APBD TA 2023 

3. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Rp 510.000.000 APBD TA 2023 

4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp 39.783.477.406 APBD TA 2023 

Jumlah Anggaran Rp 50.693.981.002 APBD TA 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI  PEMERINTAH 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 

 
 

29 
 

Tabel 2.5 
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2023 

 

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas kebijakan 
penyelenggaraan kesejahteraan 
rakyat 

Persentase implementasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan 

rakyat 

40% 

2. Meningkatnya kualitas kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan 

Status Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Tinggi 

(3,41-4,20) 

status 

3. Meningkatnya kualitas kebijakan 
perekonomian 

Indeks Perekonomian 71,32 skala 

0-100 

4. Meningkatnya kualitas kebijakan 
pembangunan 

Indeks Pelaksanaan Pembangunan 94,6 skala 

0-100 

5. Meningkatnya kualitas kebijakan 
pelayanan publik 

Indeks Pelayanan Publik 81,5 skala 

0-100 

6. Meningkatnya reformasi birokrasi 
Sekretariat Daerah 

Hasil penilaian mandiri reformasi 

birokrasi oleh Inspektorat 

A nilai 

 

Program Anggaran Keterangan 

1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp 7.908.072.796 APBD Perubahan  

2. Perekonomian dan Pembangunan Rp 2.046.238.250 APBD Perubahan 

3. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Rp 461.029.750 DAIS 2023  

4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp 42.586.069.349 APBD Perubahan 

Jumlah Anggaran Rp 53.001.410.145 APBD Perubahan 

 

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra 

Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan 

kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.  

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai 

kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan 

RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra 
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Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. 

Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima 

tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasional. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke 

dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.  

Mulai tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta hanya mengampu 4 program. Empat 

program tersebut adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, program 

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, dan program 

penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk 

tahun 2023 ada 4 program, 21 kegiatan, dan 62 sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 

Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni 

sebesar Rp 50.693.981.002, dengan rincian belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp 

50.183.981.002 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 510.000.000. Melalui mekanisme 

perubahan APBD tahun 2023 jumlah anggaran naik menjadi Rp 53.001.410.145 dengan rincian  belanja 

yang bersumber dari APBD sebesar Rp 52.540.380.395 dan yang bersumber dari DAIS sebesar Rp 

461.029.750. 

 

2.3.1  Target Belanja Sekretariat Daerah 

Tabel 2.6 

Anggaran Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 

 

Uraian Anggaran Persentase 

Belanja Operasi  Rp 51.031.688.855 96,28% 

− Belanja Pegawai Rp 25.587.731.000  48,28% 

− Belanja Barang dan 

Jasa 

Rp 23.427.181.855  44,20% 

− Belanja Hibah Rp 2.016.776.000  

 

3,81% 
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Uraian Anggaran Persentase 

Belanja Modal  Rp 1.969.721.290 3,72% 

− Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

Rp 1.859.894.690  3,51% 

− Belanja Modal 

Gedung dan 

Bangunan 

Rp 100.000.000  0,19% 

− Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

Rp 9.826.600  0,02% 

Jumlah Belanja  Rp 53.001.410.145 100% 

 

Tabel 2.7 

Anggaran Sekretariat Daerah Per Program dan Kegiatan Tahun 2023 

 

No. Program dan Kegiatan Pagu (Rp) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota 42.586.069.349 

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

105.190.000 

  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.828.981.000 

 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

1.101.843.000 

 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.903.000 

 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 204.550.000 

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.453.430.649 

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

931.995.690 

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 679.408.400 

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.983.588.578 

 Kegiatan Penataan Organisasi 557.384.610 

 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 6.197.760.422 

 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.482.034.000 

2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 7.908.072.796 

  Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 1.525.084.572 

  Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.851.265.000 
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No. Program dan Kegiatan Pagu (Rp) 

 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.637.857.224 

 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 893.866.000 

3 Program Perekonomian dan Pembangunan 2.046.238.250 

  Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 934.932.000 

 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 516.637.930 

 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 594.668.320 

4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan 

dan Ketatalaksanaan 

461.029.750 

  Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 206.529.750 

  Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan 254.500.000 

 TOTAL 53.001.410.145 

 

2.3.2  Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 

Anggaran belanja langsung tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang dialokasikan 

untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

 

Tabel  2.8 

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 

 

No Sasaran Strategis Anggaran Persentase  Keterangan 

1 Meningkatnya kualitas kebijakan 
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 

Rp 3.851.265.000 7,27%  

2 Meningkatnya kualitas kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan 

Rp 3.162.941.796 5,97%  

3 Meningkatnya kualitas kebijakan 
perekonomian 

Rp 1.828.798.000 3,45%  

4 Meningkatnya kualitas kebijakan 
pembangunan 

Rp 1.111.306.250 2,10%  

5 Meningkatnya kualitas kebijakan 
pelayanan publik 

Rp 9.698.208.782 18,30%  

6 Meningkatnya reformasi birokrasi 
Sekretariat Daerah 

Rp 33.348.890.317 62,92%  

 Total Rp 53.001.410.145 100%  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 

Sekretariat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian 

Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola 

kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan 

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil 

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat 

capaian kinerja yaitu: 

Tabel 3.1 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi 
Kinerja 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017 

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah 

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja 

sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta target dan 

capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 

Capaian Kinerja Tahun 2023 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
rakyat 

Persentase 

implementasi 

rekomendasi 

kebijakan 

penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat 

 

 

Persen 40 40 100% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

2. Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Status Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Skala Tinggi  
(skala 

3,41-4,20) 

Sedang 
(3,29) 

96,48% 

3. Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
perekonomian 

Indeks Perekonomian Indeks 71,32  77,09 108,09% 

4. Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
pembangunan 

Indeks Pelaksanaan 

Pembangunan 

Indeks 94,6 99,04 104,69% 

5. Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
pelayanan publik 

Indeks Pelayanan 

Publik 

Indeks 81,5 84,24 103,4% 

6. Meningkatnya 
reformasi birokrasi 
Sekretariat Daerah 

Hasil penilaian 

mandiri reformasi 

birokrasi oleh 

Inspektorat 

Nilai A A 100% 

 

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan melalui 

verifikasi oleh Tim Pemerintah Daerah (Timda) dalam hal ini BPKP perwakilan DIY dan Inspektorat DIY. 

Hasil verifikasi dari Timda tersebut berupa skor EPPD Tingkat Regional (Provinsi) yang kemudian 

dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Timnas). Hasil validasi dari Timnas berupa 

skor EPPD tingkat nasional. Mekanisme evaluasi seperti itu memungkinkan terdapat perbedaan skor 

antara Timda dan Timnas.  

Realisasi indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 

diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2022. Hasil evaluasi tahun 2023 

atas LPPD Kota Yogyakarta tahun 2022 mendapat skor 3,29 dengan status kinerja Sedang.  

Penetapan skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 

proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan tahapan 

antara lain: 

a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor; 

b. Penghitungan capaian kinerja makro; 

c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro; 



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI  PEMERINTAH 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 

 
 

35 
 

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan 

pemerintahan; 

2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan 

Peringkat. 

Skor  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian 

kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro. 

3. Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) 

klasifikasi sebagai berikut: 

a. Skor  4,21 ≤ x ≤ 5,00 artinya status kinerja Sangat Tinggi (ST) 

b. Skor  3,41 ≤ x ≤ 4,20 artinya status kinerja Tinggi (T) 

c. Skor  2,61 ≤ x ≤ 3,40 artinya status kinerja Sedang (S) 

d. Skor  1,81 ≤ x ≤ 2,60 artinya status kinerja Rendah (R) 

e. Skor  1,00 ≤ x ≤ 1,80 artinya status kinerja Sangat Rendah (SR) 

Target Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 adalah tinggi (skala 

3,41-4,20). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2022 diperoleh status kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sedang (3,29) sehingga capaian indikator ini sebesar:  

= realisasi status kinerja PPD / target status kinerja PPD x 100% 

= 3,29 / 3,41 x 100% 

= 96,48% 

Perbandingan antara realisasi indikator status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dengan target tahun 2023, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, dan perbandingan 

dengan target renstra dapat dilihat pada Tabel 3.3, 3.4, dan 3.5. 
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Tabel 3.3 
Target dan Realisasi Kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 

No Indikator 
Sasaran 

Realisasi 
2022* 

2023 Target 
Akhir 

Renstra 
2026 

Capaian 
s.d 2023 

Terhadap 
Target 

2026 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Status Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Sangat 
tinggi 

(3,4581) 

Tinggi 
(Skala 

3,41-4,20) 

Sedang 
(3,29) 

96,48% Sangat 
Tinggi 
(Skala 
4,21 - 
5,00) 

78,15% 

* hasil evaluasi berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 

Tabel 3.4 
Perbandingan Realisasi Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

Dengan Tahun Sebelumnya 

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya kualitas 
kebijakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Status Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

Sangat 
tinggi 

(3,4581) 

Sangat 
tinggi 

(3,4581) 

Sangat 
tinggi 

(3,4581) 

Sedang 
(3,29) 

 

Mulai tahun 2021 formula penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Permendagri nomor 18 tahun 2020 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2022 masih menggunakan penilaian terakhir evaluasi 

tahun 2018 karena Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan keputusan tentang Penetapan 

peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional yang terbaru. 

Dengan ditetapkannya aturan tersebut maka hasil penilaian atas kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tahun sebelumnya tidak relevan lagi jika dibandingkan dengan hasil penilaian 

atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023. Namun demikian data capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun sebelumnya tetap kami sampaikan sebagai informasi 

tambahan. 
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Tabel 3.5 

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda  
Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target sasaran strategis meningkatnya kualitas 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 tidak tercapai (capaian hanya 96,48%). 

Tidak tercapainya target sasaran tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya capaian kinerja 

indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan. Bagian 

Tata Pemerintahan sebagai fasilitator penyusunan LPPD  telah berusaha melakukan beberapa kegiatan 

untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan 

usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan.  

Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan 

intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan 

2) Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber 

Kementrian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD. 

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator meningkatnya kualitas 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1) Adanya data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari 

OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama. 

2) Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator 

(KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai. 

3) Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK 

sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar. 

4) Capaian kinerja disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga 

peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor atau nilai karena 

daerah lain peningkatannya lebih tinggi. 

2023

Tinggi (Skala 3,41-4,20)

2023

Sedang (3,29)

Realisasi

Meningkatnya kualitas 

kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan

Status Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah
1

No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran
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Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif 

untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun IKK. 

2) Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun dan tim APIP terkait perubahan data dan 

format LPPD sebelum dilaksanakan reviu. 

3) Melaksanakan koordinasi dengan OPD penyusun, Tim APIP dan Timda untuk menentukan 

data mana yang dipakai/disepakati. 

4) Melaksanakan bimtek dengan melibatkan narasumber dari Kemendagri. 

5) Melakukan perbaikan berkesinambungan data IKK berdasarkan klarifikasi Timda. 

Dalam usahanya untuk mencapai target Bagian Tata Pemerintahan telah berkoordinasi dengan 

Kementerian Dalam Negeri terkait perubahan regulasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan juga mengundang sebagai narasumber dalam bimtek dan workshop penyusunan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Bagian Tata Pemerintahan juga telah berkoordinasi 

dengan semua perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengumpulan data untuk 

penyusunan LPPD. Melaksanakan koordinasi dengan tim APIP terkait perubahan data dan format LPPD 

sebelum dilaksanakan reviu. Selain pelaksanaan reviu tim APIP juga dilibatkan untuk menentukan data 

mana yang disepakati bersama Tim Daerah dan perangkat daerah penyusun. 

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran status kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah karena adanya kegiatan yang memang fokus untuk 

mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah 

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan 

Penataan Administrasi Pemerintahan, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Sub 

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.  Jumlah pagu anggaran untuk mencapai sasaran 

tersebut sebesar Rp 3.162.941.796 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.029.230.369 atau 95,77%. 

Sisa anggaran sebesar Rp 133.711.427. 

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 atas LPPD tahun 2022 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023. Berdasarkan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Yogyakarta 

mendapatkan skor 3,29 dengan status kinerja Sedang. Capaian tersebut mengalami peningkatan 

dibanding capaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 berdasarkan LPPD 
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tahun 2021 sebesar 2,31 dengan status kinerja Rendah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah secara nasional tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Nasional 

 

No Nama Pemerintahan Daerah Skor Status 

1 Kota Surabaya 3,5866 Tinggi 

2 Kota Surakarta 3,5718 Tinggi 

3 Kota Makassar 3,5660 Tinggi 

4 Kota Tangerang 3,5320 Tinggi 

5 Kota Semarang 3,5254 Tinggi 

6 Kota Medan 3,5095 Tinggi 

7 Kota Palembang 3,4541 Tinggi 

8 Kota Samarinda 3,4529 Tinggi 

9 Kota Metro 3,4465 Tinggi 

10 Kota Denpasar 3,4439 Tinggi 

11 Kota Batam 3,4344 Tinggi 

12 Kota Tangerang Selatan 3,4311 Tinggi 

13 Kota Serang 3,4302 Tinggi 

14 Kota Bogor 3,4250 Tinggi 

15 Kota Blitar 3,4243 Tinggi 

16 Kota Batu 3,4226 Tinggi 

17 Kota Probolinggo 3,4220 Tinggi 

18 Kota Mojokerto  3,4215 Tinggi 

19 Kota Pontianak 3,4187 Tinggi 

20 Kota Payakumbuh 3,3922 Sedang 

21 Kota Bontang 3,3790 Sedang 

22 Kota Bandung 3,3362 Sedang 

23 Kota Tebing Tinggi 3,3358 Sedang 

24 Kota Tasikmalaya 3,3348 Sedang 

25 Kota Banjar 3,2985 Sedang 

26 Kota Pariaman 3,2982 Sedang 

27 Kota Yogyakarta 3,2920 Sedang 

28 Kota Salatiga 3,2915 Sedang 

29 Kota Padang Panjang 3,2836 Sedang 

30 Kota Cimahi 3,2693 Sedang 

31 Kota Padang 3,2587 Sedang 

32 Kota Gorontalo 3,2533 Sedang 

33 Kota Tidore Kepulauan 3,2528 Sedang 

34 Kota Pekalongan 3,2336 Sedang 

35 Kota Kediri 3,2314 Sedang 

36 Kota Sukabumi 3,2280 Sedang 

37 Kota Pasuruan 3,2221 Sedang 

38 Kota Madiun 3,2179 Sedang 
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No Nama Pemerintahan Daerah Skor Status 

39 Kota Banjarbaru 3,2090 Sedang 

40 Kota Magelang 3,2001 Sedang 

41 Kota Bekasi 3,1703 Sedang 

42 Kota Cilegon 3,1620 Sedang 

43 Kota Balikpapan 3,1566 Sedang 

44 Kota Tanjung Pinang 3,1524 Sedang 

45 Kota Palangka Raya 3,1158 Sedang 

46 Kota Bukttinggi 3,1002 Sedang 

47 Kota Prabumulih 3,0964 Sedang 

48 Kota Bitung 3,0750 Sedang 

49 Kota Palu 3,0670 Sedang 

50 Kota Tegal 3,0642 Sedang 

51 Kota Kotamobagu 3,0544 Sedang 

52 Kota Solok 3,0047 Sedang 

53 Kota Manado 3,0039 Sedang 

54 Kota Depok 2,9928 Sedang 

55 Kota Malang 2,9775 Sedang 

56 Kota Banjarmasin 2,9752 Sedang 

57 Kota Lubuklinggau 2,9675 Sedang 

58 Kota Sawahlunto 2,9510 Sedang 

59 Kota Cirebon 2,9367 Sedang 

60 Kota Bau - Bau 2,9187 Sedang 

61 Kota Singkawang 2,9173 Sedang 

62 Kota Padangsidempuan 2,9158 Sedang 

63 Kota Tarakan 2,8947 Sedang 

64 Kota Tanjungbalai 2,8723 Sedang 

65 Kota Kupang 2,8572 Sedang 

66 Kota Bengkulu 2,8371 Sedang 

67 Kota Dumai 2,8206 Sedang 

68 Kota Parepare 2,8204 Sedang 

69 Kota Pangkalpinang  2,8039 Sedang 

70 Kota Sungai Penuh 2,8031 Sedang 

71 Kota Gunungsitoli 2,7833 Sedang 

72 Kota Mataram 2,7689 Sedang 

73 Kota Bima 2,7019 Sedang 

74 Kota Jambi 2,6760 Sedang 

75 Kota Binjai 2,6671 Sedang 

76 Kota Sibolga 2,6619 Sedang 

77 Kota Pekanbaru 2,6177 Sedang 

78 Kota Langsa 2,6010 Rendah 

79 Kota Sabang 2,5916 Rendah 

80 Kota Bandar Lampung 2,5452 Rendah 

81 Kota Tomohon 2,5406 Rendah 

82 Kota Ternate 2,5066 Rendah 

83 Kota Palopo 2,4333 Rendah 
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No Nama Pemerintahan Daerah Skor Status 

84 Kota Tual 2,3940 Rendah 

85 Kota Sorong 2,3770 Rendah 

86 Kota Lhokseumawe 2,3546 Rendah 

87 Kota Ambon 2,3347 Rendah 

88 Kota Banda Aceh 2,3106 Rendah 

89 Kota Jayapura 2,1325 Rendah 

90 Kota Kendari 2,0458 Rendah 

91 Kota Pematangsiantar 2,0321 Rendah 

92 Kota Subulussalam 1,9143 Rendah 

93 Kota Pagar Alam 0,7693 Sangat Rendah 

 

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian 

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian adalah indeks 

perekonomian yang diperoleh dengan formula: 

 

Keterangan: 

 α : Kinerja  Kebijakan perekonomian 

β : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 

BLUD 
λ : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani 

Realisasi tiga indikator program tahun 2023 adalah sebagai berikut: persentase terlaksananya 

penyusunan  bahan kebijakan perekonomian adalah 57,1%, persentase BUMD dan BLUD berkinerja 

baik (berdasarkan laporan) adalah 92,31%, dan persentase dokumen perjanjian kerjasama yang 

ditindaklanjuti adalah 95,35%. Sehingga realisasi indeks perekonomian tercapai: 

= (45% x 57,1%) + (35% x 92,31%) + (20% x 95,35%) 

= 77,09 

Pada tahun 2023 untuk indikator ini ditargetkan sebesar 71,32 sehingga tingkat capaian 

indikator indeks perekonomian sebesar: 

= realisasi indeks perekonomian / target indeks perekonomian x 100% 

= 77,09 / 71,32 x 100% 

= 108,09%  

[45% α + 35% β + 20% λ]
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Perbandingan antara realisasi indikator indeks perekonomian dengan target tahun 2023, 

perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target renstra dapat 

dilihat pada Tabel 3.7, 3.8, dan 3.9. 

 
Tabel 3.7 

Target dan Realisasi Kinerja Indeks Perekonomian Tahun 2023 

No Indikator 
Sasaran 

Realisasi 
2022 

2023 Target 
Akhir 

Renstra 
2026 

Capaian 
s.d 2023 

Terhadap 
Target 

2026 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Indeks 
Perekonomian 

73,05 71,32 77,09 108,09 83,39 85,52 

 

Tabel 3.8 
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Perekonomian 

 Dengan Tahun Sebelumnya 
 

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 

2020* 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya 
kualitas kebijakan 
perekonomian 

Indeks 
perekonomian 

--- 68 73,05 77,09 

* Indikator indeks perekonomian baru ada tahun 2021 

 
Tabel 3.9 

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda  
Indikator Indeks Perekonomian 

 

Bagian Perekonomian dan Kerjasama sebagai pengampu utama indikator ini telah berusaha 

melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor 

penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Faktor 

pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi di antara pegawai. 

2) Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot. 

2023

71,32

2023

77,09

1
Meningkatnya kualitas 

kebijakan perekonomian
Indeks Perekonomian

Realisasi

No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran
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3) Tersedianya instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD. 

4) Adanya desk pemetaan kerjasama daerah. 

5) Sistem manajemen pengetahuan kerja sama yang bisa diakses secara online. 

6) Adanya optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi informal dan formal. 

 

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator indeks perekonomian 

adalah sebagai berikut:  

1) Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap. 

2) Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu. 

3) Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secar online sehingga 

menghambat penyampaian data/informasi terkait pengendalian perekonomian maupun 

BUMD dan BLUD. 

4) Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama 

karena perencanaan yang kurang matang dari OPD pengusul. 

5) Belum tersedianya SOP maing-masing sub unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

utama (TPID, TP2DD, KUR). 

 

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif 

untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mengirimkan surat permintaan data dan membentuk media komunikasi yang efektif. 

2) Menyusun rancangan sistem informasi dalam bentuk sistem pengelolaan pengetahuan. 

3) Membentuk media komunikasi yang efektif. 

4) Dilakukan desk lanjutan. 

5) Dilakukan pencermatan ulang pada usulan kerjasama. 

6) Dilakukan penyusunan SOP untuk masing-masing unsur. 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya kualitas 

kebijakan perekonomian dengan indikator indeks perekonomian tahun 2023 tercapai melebihi target 

dengan capaian sebesar 106,04%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau 

permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 
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Dalam usahanya untuk mencapai target Bagian Perekonomian dan Kerjasama telah 

berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta kaitannya pemetaan 

kerjasama. Kerjasama daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:  kerja sama daerah dengan pemerintah 

daerah lain, kerja sama daerah dengan pemerintah pusat/lembaga vertikal, dan kerja sama daerah 

dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain di Indonesia diantaranya 

melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan Dinas Perdagangan. Kerja 

sama daerah dengan pemerintah pusat/lembaga vertikal diantaranya melibatkan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dan Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga diantaranya melibatkan Dinas 

Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 

Kerja sama daerah dengan pihak di luar negeri terbagi menjadi 2, yaitu kerja sama daerah 

dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Saat 

ini Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki 1 dokumen kerja sama dengan pemerintah di luar negeri yang 

masih aktif yaitu dengan Pemerintah Kota Mont-Dore Kaledonia Baru. Memorandum of Understanding 

(MoU) ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2019 yang berlaku 5 tahun hingga tanggal 18 Juli 2024. 

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi anggota dari lembaga internasional yaitu ICLEI- 

Local Governments for Sustainability dan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG 

ASPAC). Kegiatan dengan ICLEI-Local Governments for Sustainability terkait dengan pengkajian potensi 

penurunan emisi karbon di Kota Yogyakarta diantaranya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Perdagangan, dan Dinas Perhubungan. Keikutsertaan delegasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

kegiatan the 9th UCLG ASPAC Congress & Exhibition yang diselenggarakan di Kota Yiwu, Republik 

Rakyat Tiongkok pada tanggal 11-16 November 2023 diantaranya melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas 

Perdagangan, dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. 

Untuk memantau pelaksanaan kerja sama daerah, Bagian Perekonomian dan Kerjasama 

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Juni dan 

Desember. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah yang mengampu dokumen kerja sama 

yang masih aktif, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Dinas  

Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diketahui 

bahwa masih terdapat sebagian kecil kerja sama daerah yang belum ada tindak lanjut kegiatannya 
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yang disebabkan salah satunya oleh terjadinya perubahan personil di struktur organisasi mitra. Hal ini 

kemudian menjadi catatan dalam proses perencanaan kerja sama berikutnya.   

Dalam rangka penyusunan kebijakan terkait pengendalian perekonomian, UMKM, dan 

ekonomi kreatif, Bagian Perekonomian dan Kerja Sama menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, 

antara lain dengan Inspektorat, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Komunikasi 

Informatika dan Persandian, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 

DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas PUPKP dan 

Dinas Perhubungan. Selain itu, Bagian Perekonomian dan Kerja Sama juga berkoordinasi dengan pihak 

eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain Biro Perekonomian dan SDA Pemda DIY, OJK, dan 

Bank Indonesia.  

Dalam kaitannya melaksanakan evaluasi penilaian kinerja BUMD dan BLUD, Bagian 

Perekonomian dan Kerjasama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPKAD, Dinas Perindustrian 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan 

Bappeda. 

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran indeks perekonomian adalah 

karena adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk 

mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah dan Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan, 

yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, 

dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Sementara Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian juga terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring 

dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian, dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil. Pagu yang 

dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian sebesar Rp 

1.828.798.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.805.214.777 atau 98,71%. Jika melihat realisasi 

sasaran yang tercapai 108,09% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp  23.583.223 

atau 1,29%.  

 

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan 

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan adalah Indeks Pelaksanaan 

Pembangunan. Indikator ini merupakan gabungan indikator program persentase ketepatan 
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pelaksanaan kegiatan pembangunan (kinerja pengendalian pembangunan) dan indikator program 

persentase proses tender yang sesuai rencana umum pengadaan (kinerja layanan pengadaan), yang 

diperoleh dengan formula: 

( 30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan )  

Indikator persentase proses tender yang sesuai RUP diperoleh dari jumlah paket tender 

terlaksana (tepat waktu) dibagi total tender di SIRUP. Jumlah paket tender yang tepat waktu pada 

tahun 2023 sebanyak 67 paket dari total 68 paket. Berdasarkan data tersebut capaian indikator ini 

adalah sebesar 98,53%. Sedangkan capaian indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dapat dilihat di aplikasi SIM Pelaporan. Per tanggal 10 Januari 2024 capaian indikator 

ini sebesar 99,26%. Berdasarkan data tersebut perhitungan capaian Indeks Pelaksanaan Pembangunan 

adalah sebagai berikut: 

( 30% Kinerja Layanan Pengadaan + 70% Kinerja Pengendalian Pembangunan )  

= (98,53% x 30%) + (99,26% x 70%) 

= 29,56 + 69,48 

= 99,04 

Target indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 94,6 sehingga tingkat capaian 

indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar: 

= realisasi IPP / target IPP x 100% 

= 99,04 / 94,6 x 100% 

= 104,69% 

Perbandingan antara realisasi indikator indeks pelaksanaan pembangunan dengan target 

tahun 2023, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target 

renstra dapat dilihat pada Tabel 3.10, 3.11, dan 3.12. 

Tabel 3.10 
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023 

No Indikator 
Sasaran 

Realisasi 
2022 

2023 Target 
Akhir 

Renstra 
2026 

Capaian 
s.d 2023 

Terhadap 
Target 

2026 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Indeks 
pelaksanaan 
pembangunan 

93,36 94,6 99,04 104,69% 95,6 103,59% 
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Tabel 3.11 
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan Dengan Tahun Sebelumnya 

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya kualitas 
kebijakan pembangunan 

Indeks pelaksanaan 
pembangunan 

94,77 95,15 93,36 99,04 

 
 

Tabel 3.12 
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Pelaksanaan Pembangunan 

 
 

    Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai 

pengampu utama indikator ini telah berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target 

tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan. Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

2) Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap 

kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat 

tertangani dengan baik. 

3) Ditetapkannya Perwal no. 82 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perwal 

yogyakarta nomor 117 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa di lingkungan 

pemerintah kota yogyakarta. 

4) Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus 

dapat dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik. 

5) Adanya monev realisasi fisik tiap bulan. 

6) Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala 

OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring. 

 

2023

94,6

2023

99,04

Realisasi

No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran

1
Meningkatnya kualitas 

kebijakan pembangunan

Indeks Pelaksanaan 

Pembangunan



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI  PEMERINTAH 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 

 
 

48 
 

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator indeks pelaksanaan 

pembangunan adalah sebagai berikut: 

1) Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga 

masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya 

perubahan data pada RUP. 

2) Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia 

barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam 

perencanaan pada SIRUP selain itu apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan 

tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan 

waktu dalam proses pemilihan penyedia. 

3) Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat. 

4) Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik. 

 

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif 

untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pendampingan/ fasilitasi konsultansi terkait pengadaan barang/jasa. 

2) Melakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait waktu pelaksanaan 

pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pendampingan apabila diperlukan 

saat ada revisi/ kesalahan pada dokumen pemilihan. 

3) Melaksanakan pra monev kegiatan agar target fisik dapat tercapai. 

4) Melakukan pendampingan ke OPD yang masih kurang dalam perencanaan pekerjaan. 

5) Membuat panduan target fisik (ROPK dan KAK). 

 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya kualitas 

kebijakan pembangunan dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 

tercapai dengan capaian sebesar 104,69%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau 

permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Dalam usahanya untuk mencapai target sasaran Bagian Administrasi Pembangunan 

melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian fisik bulanan dengan perangkat daerah yang realisasi 

fisiknya menyumbang deviasi yang tinggi untuk capaian fisik Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu 

Bagian Administrasi Pembangunan juga melaksanakan pengendalian fisik untuk perangkat daerah 
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yang memiliki proyek kontrak kritis atau program prioritas. Proyek-proyek dalam pelaksanaan 

pengendalian fisik diantaranya adalah pembangunan Kantor Kelurahan Bumijo, pembangunan Kantor 

Kemantren Gondomanan, pembangunan Shelter Relokasi Sementara Pasar Sentul, renovasi SMP 

Negeri 4 Yogyakarta, revitalisasi Pasar Sentul, pembangunan SMP Negeri 9 Yogyakarta, pencegahan 

tumbuh dan berkembangnya lingkungan kumuh Kelurahan Prawirodirjan, pembangunan TK Negeri 6, 

renovasi Gedung DPRD, pemeliharaan berkala Jalan Gedongkuning, pemeliharaan berkala Jalan 

Balirejo, rehabilitasi sanitasi Kawasan Keraton Kelurahan Kadipaten, pembangunan SAH Kemantren 

Gondokusuman, pembangunan Talud Kelurahan Pakuncen, pembangunan sambungan rumah dan 

saluran pembawa Warungboto oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Yogyakarta. Belanja Modal Pengembangan Kawasan Taman Pintar oleh Dinas Kebudayaan 

(Kundha Kabudayan). Pemeliharaan Gedung BPBJ lantai 3 oleh Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda 

Kota Yogyakarta. Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Belanja Pemeliharaan 

Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Penataan Landscape 

Taman Balaikota oleh Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta. 

Sementara itu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan pendampingan penginputan 

paket rencana umum pengadaan (RUP) dengan semua perangkat daerah. Selain itu Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa secara rutin mengundang Narasumber dari Kejaksanaan Negeri Yogyakarta untuk 

kegiatan FGD terkait mitigasi risiko dan penanganan permasalahan hukum dalam pengadaan barang 

dan jasa. Dalam percepatan pemenuhan keterisian sumber daya manusia pengadaan barang/jasa 

bersertifikat kompetensi, Bagian Pengadaan barang dan jasa berkolaborasi dengan LKPP terkait 

dengan penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level 1, pelatihan dan uji 

kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan (PP), dan 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan tipologinya. 

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran indeks pelaksanaan 

pembangunan adalah karena adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai target tersebut. 

Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan Pelaksanaan 

Administrasi Pembangunan dan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.  Kegiatan 

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi 

Penyusunan Program Pembangunan, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, 

dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Kegiatan 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa juga terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan 
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Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara 

Elektronik, dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pagu yang 

dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan sebesar Rp 

1.111.306.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.107.611.480 atau 99,67%. Jika melihat realisasi 

sasaran yang tercapai 104,69% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp  3.694.770 

atau 0,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 96,69% maka 

ada peningkatan penyerapan sebesar 2,98%. 

 

3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik 

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik adalah Indeks Pelayanan 

Publik. Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperoleh dengan formula: 

 

 
Tabel 3.13 

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 
 

No Instansi Jumlah Layanan Total IKM 

1 Bagian dan Dinas 68 5.789,52 

2 Kemantren 52 4.372,16 

3 Puskesmas 33 2.711,28 

4 TK dan SD 205 17.285,60 

 TOTAL 358 30.158,56 

= (5.789,52 + 4.372,16 + 2.711,28 + 17.285,60)/358 

= 84,24 

 
Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 81,5 tercapai 84,24. Capaian indeks tersebut 

menunjukan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik 

sebesar: 

= realisasi Indeks Pelayanan Publik / target Indeks Pelayanan Publik x 100% 

= 84,24 / 81,5  x 100% 

= 103,4% 

∑ Jumlah Layanan

∑ Skor IKM Dinas, Bagian, Kemantren, Puskesmas, TK dan SD
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Perbandingan antara realisasi indikator indeks pelayanan publik dengan target tahun 2023, 

perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target renstra dapat 

dilihat pada Tabel 3.14, 3.15, dan 3.16. 

Tabel 3.14 
Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 

No Indikator 
Sasaran 

Realisasi 
2022 

2023 Target 
Akhir 

Renstra 
2026 

Capaian 
s.d 2023 

Terhadap 
Target 

2026 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Indeks 
pelayanan 
publik 

81,4 81,5 84,24 103,4% 85 99,1% 

 
 

Tabel 3.15 
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Dengan Tahun Sebelumnya 

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya kualitas 
kebijakan pelayanan publik 

Indeks pelayanan 
publik 

80,45 80,69 81,4 84,24 

 

Tabel 3.16 
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Indeks Pelayanan Publik 

 
 
Pelaksanaan hasil SKM Perangkat Daerah/ Unit Kerja baik eksternal maupun internal dilakukan 

setahun sekali sesuai dengan PermenPAN & RB nomor 14 tahun 2017 namun untuk Puskesmas survei 

kepuasan masyarakat dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. 

Bagian Organisasi dan Bagian Umum dan Protokol sebagai pengampu utama indikator ini telah 

berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, 

faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. 

Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut: 

2023

81,50

2023

84,24

Realisasi

No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran

1
Meningkatnya kebijakan 

pelayanan publik
Indeks Pelayanan publik
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1) Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan 

kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi 

SKM tahun sebelumnya. 

2) Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

3) Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan. 

 

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator indeks pelayanan publik 

adalah belum optimalnya pemanfaatan layanan digital dalam pelaksanaan survei kepuasan 

masyarakat. 

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif 

untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan layanan digital. 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran capaian indikator 

indeks pelayanan publik tahun 2023 telah tercapai dengan capaian sebesar 103,4%. Pencapaian target 

kinerja ini karena segala hambatan atau permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau 

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.  

Dalam usahanya untuk mencapai target sasaran, Bagian Organisasi telah melaksanakan 

pembinaan pelayanan publik kepada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja. Bagian Organisasi juga 

berkoordinasi dengan KemenPAN & RB terkait dengan kebijakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan 

evaluasi pelayanan publik juga melibatkan Tim Pembina Pelayanan Publik.  

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran indeks pelayanan publik 

adalah kegiatan yang berfokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 5 Kegiatan utama 

untuk mencapai target indikator sasaran indeks pelayanan publik, yaitu:  Kegiatan Penataan 

Organisasi, Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan, Kegiatan 

Peningkatan Budaya Pemerintahan, Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dan 

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.  Kegiatan Penataan Organisasi terdiri dari 4 

sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Kegiatan 

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.  Kegiatan 

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dan Kegiatan Peningkatan Budaya 

Pemerintahan masing-masing terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penataan Bentuk 

Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta dan Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota 
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Yogyakarta. Sementara Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri dari 3 sub 

kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Sub Kegiatan 

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga 

terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Sub Kegiatan Fasilitasi 

Komunikasi Pimpinan, dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Pagu yang dianggarkan 

untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik sebesar Rp 9.698.208.782 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.460.684.706 atau 97,55%. Jika melihat realisasi sasaran yang 

tercapai 103,4% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp  237.524.076 atau 2,45%. 

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang sebesar 96,55% maka ada 

peningkatan penyerapan sebesar 1%. 

 

3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 

Indikator sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 

adalah persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. 

Indikator ini baru ditetapkan mulai tahun 2023 dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 

2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 menggantikan 

indikator sebelumnya yaitu indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung. Perubahan indikator 

merupakan hasil dari review Renstra Setda.  

Perhitungan realisasi indikator ini diperoleh dengan formula: jumlah implementasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dibagi jumlah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan 

rakyat. Dari total 30 kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat terimplementasi 12 kebijakan. 

Kebijakan yang sudah diimplementasikan yaitu: 

1) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 20 tahun 2021 tentang pengelolaan belanja hibah; 

2) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 49 tahun 2022 tentang jam malam anak. Perwal ini 

mengatur agar anak tidak berkeliaran di luar rumah mulai dari jam 21.00 s.d 05.00. Bentuk 

implementasi berupa pembentukan Tim Penegakan Jam Malam Anak; 

3) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin. Bentuk implementasi berupa 

pemberian bantuan sosial kepada lansia miskin yang dilaksanakan sebanyak 2 kali selama 

1 tahun;  
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4) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja 

Bantuan Sosial;  

5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pencegahan, 

Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Menular; 

6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembangunan 

Ketahanan Keluarga; 

7) Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 450 Tahun 2021 Tentang Program Dapur Balita 

Sehat; 

8) RAD Ketahanan Keluarga Tahun 2016 tentang 1000 hari kehidupan (Stunting); 

9) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 10 Tahun 2022 Tentang Jaminan Pendidikan 

Daerah; 

10) Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Masyarakat Di Kota Yogyakarta; 

11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan; dan 

12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembangunan 

Kepemudaan. 

Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 40% sementara realisasinya tercapai 

sebesar 40%. Tingkat capaian indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sebesar: 

= realisasi implementasi kebijakan / target implementasi kebijakan x 100% 

= 40 / 40 x 100% 

= 100% 

Perbandingan antara realisasi indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dengan target tahun 2023, perbandingan dengan realisasi 

tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan target renstra dapat dilihat pada Tabel 3.17, 3.18, dan 

3.19. 
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Tabel 3.17 
Target dan Realisasi Kinerja Persentase Implementasi Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 

No Indikator Sasaran Realisasi 
2022 

2023 Target 
Akhir 

Renstra 
2026 

Capaian 
s.d 2023 

Terhadap 
Target 

2026 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Persentase 
implementasi 
rekomendasi 
kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
rakyat 

--- 40% 40% 100% 63,64% 62,85% 

 
Tabel 3.18 

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase implementasi rekomendasi kebijakan 
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Dengan Tahun Sebelumnya 

 

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya kualitas 
kebijakan penyelenggaraan 
kesejahteraan rakyat 

Persentase implementasi rekomendasi 
kebijakan penyelenggaraan 
kesejahteraan rakyat 

--- --- --- 40% 

 
Tabel 3.19 

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Persentase implementasi rekomendasi 
kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 

 

 
 

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pengampu utama indikator ini telah berusaha melakukan 

beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor pendorong, faktor 

penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Faktor 

pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah adanya komitmen bersama dalam upaya 

meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat. 

2023

40,00%

2023

40,00%

No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran

Realisasi
1

Meningkatnya kualitas 

kebijakan 

penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat

Persentase implementasi 

rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan 

rakyat
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Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase implementasi 

rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah terdapat ketidaksinkronan pada 

Kepwal Nomor 212 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumpun Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbit pada 28 April 2023 dengan nomenklatur 

perencanaan yang telah disusun oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk tahun 2023 yang sesuai 

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. 

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif 

untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah melaksanakan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan 

dengan mitra perangkat daerah terkait.  

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya kualitas 

kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase implementasi 

rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat pada tahun 2023 tercapai sebesar 

100%. Pencapaian target kinerja ini karena segala hambatan atau permasalahan yang terjadi telah 

diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Dalam usahanya untuk mencapai target sasaran Bagian Kesejahteraan Rakyat telah 

berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi terkait review renstra dan juga penyinkronan 

tugas dan fungsi Unit Kerja dengan aturan yang berlaku. Bagian Kesejahteraan Rakyat juga telah 

melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dengan Dinas Kesehatan terkait 

lokus stunting, Dinas DP3AP2KB terkait ketahanan keluarga, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terkait asistensi bantuan lansia miskin. 

Salah satu faktor keberhasilan mencapai target indikator sasaran persentase implementasi 

rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah karena adanya kegiatan yang 

memang fokus untuk mencapai target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator 

sasaran tersebut adalah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini terdiri dari 

3 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Pagu yang 

dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat sebesar Rp 3.851.265.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.782.906.396 

atau 98,23%. Jika melihat realisasi sasaran yang tercapai 100% maka dapat dikatakan ada efisiensi 
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anggaran sebesar Rp  68.358.604 atau 1,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 

sebelumnya yang sebesar 98,19% maka ada peningkatan penyerapan sebesar 0,04%. 

 

3.2.6 Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah 

Sasaran strategis meningkatnya reformasi birokrasi merupakan sasaran baru di Renstra Setda 

2023-2026.  Formula indikator sasaran ini adalah hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh 

Inspektorat. Untuk nilai Sekretariat Daerah diperoleh dari nilai rata-rata masing-masing Unit Kerja. 

Nilai hasil evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi masing – masing Unit Kerja dapat dilihat pada 

Tabel 3.20. 

Tabel 3.20 
Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 

 

No Unit Kerja Hasil Evaluasi* 

1 Bagian Kesejahteraan Rakyat 87,50 

2 Bagian Tata Pemerintahan 90,91 

3 Bagian Hukum 77,27 

4 Bagian Perekonomian dan Kerjasama 82,50 

5 Bagian Administrasi Pembangunan 72,73 

6 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 80,23 

7 Bagian Organisasi 85,29 

8 Bagian Umum dan Protokol 85,29 

9 Bagian Administrasi dan Keuangan 98,18 

 Nilai rata-rata Sekretariat Daerah 84,43 
* hasil evaluasi sementara triwulan III 

 
Evaluasi atas penilaian mandiri reformasi birokrasi triwulan IV berlangsung pada bulan Januari 

2024. Oleh karena itu untuk penyusunan LKIP Setda 2023 data yang digunakan sebagai capaian 

indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat masih menggunakan data 

sementara hasil evaluasi atas penilaian mandiri reformasi birokrasi di triwulan III tahun 2023. 

Perbandingan antara realisasi indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh 

Inspektorat dengan target tahun 2023, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, dan 

perbandingan dengan target renstra dapat dilihat pada Tabel 3.21, 3.22, dan 3.23. 
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Tabel 3.21 
Target dan Realisasi Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat Tahun 2023 

No Indikator Sasaran Realisasi 
2022 

2023 Target 
Akhir 

Renstra 
2026 

Capaian 
s.d 2023 

Terhadap 
Target 

2026 (%) 

Target Realisasi % 
Realisasi 

1 Hasil penilaian 
mandiri reformasi 
birokrasi oleh 
Inspektorat 

A (84,7) A A (84,43) 100% A 100% 

 
Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan mendapatkan predikat A. Target tersebut berhasil 

dicapai dengan nilai rata-rata hasil evaluasi reformasi birokrasi Sekretariat Daerah sebesar 84,43 atau 

mendapatkan predikat A dengan interprestasi memuaskan. Tingkat capaian indikator hasil penilaian 

mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat sebesar 100% karena capaian sesuai dengan target. 

 

Tabel 3.22 
Perbandingan Realisasi Indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat 

Dengan Tahun Sebelumnya 

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 

2020* 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya 
reformasi 
birokrasi 
Sekretariat 
Daerah 

Hasil penilaian 
mandiri reformasi 
birokrasi oleh 
Inspektorat 

--- B 
(64,27) 

A 
(84,70) 

A 
(84,43) 

* Penilaian mandiri reformasi birokrasi baru mulai dilaksanakan tahun 2021  

 
Tabel 3.23 

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Setda Indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi 
Birokrasi Oleh Inspektorat  

 
 
 

2023

A

2023

A

1

Meningkatnya reformasi 

birokrasi Sekretariat 

Daerah

Hasil penilaian mandiri reformasi 

birokrasi oleh Inspektorat

Realisasi

No. Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran
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Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi dan Keuangan sebagai pengampu utama indikator 

ini telah berusaha melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target tersebut. Berikut faktor 

pendorong, faktor penghambat/permasalahan dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan. Faktor pendorong dalam mencapai hasil tersebut adalah adanya komitmen Kepala 

Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi 

(PMPRB). 

 Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase implementasi 

rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan aturan dari PermenPAN & RB nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjadi PermenPANRB nomor 3 tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 

sehingga menyebabkan road map dan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi 

berubah. 

2. Perubahan aturan dari PermenPAN & RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi PermenPAN & RB nomor 9 tahun 2023 tentang 

Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga menyebabkan evaluasi reformasi birokrasi berubah. 

Untuk setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi sudah dilakukan langkah antisipatif 

untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari permasalahan yang terjadi. Upaya tindak lanjut untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menindaklanjuti PermenPAN & RB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dengan menyusun road map 

reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi 

tematik; 

2. Sosialisasi road map reformasi birokrasi serta pendampingan penyusunan rencana aksi 

reformasi birokrasi Perangkat Daerah. 

 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya 

reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi 

oleh Inspektorat pada tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Pencapaian target kinerja ini karena segala 
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hambatan atau permasalahan yang terjadi telah diupayakan tindak lanjut atau solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.  

Dalam usahanya untuk mencapai target sasaran, Bagian Organisasi telah berkoordinasi dengan 

Kementerian PAN & RB terkait perubahan regulasi tentang road map reformasi birokrasi. Bagian 

Organisasi juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat, Bappeda, dan perangkat daerah terkait dalam 

penyusunan road map reformasi birokrasi general dan tematik serta koordinasi dengan semua 

perangkat daerah untuk pendampingan penyusunan rencana aksi RB general dan/atau tematik 

masing-masing perangkat daerah. 

Salah satu faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran hasil penilaian mandiri 

reformasi birokrasi oleh Inspektorat adalah adanya kegiatan yang memang fokus untuk mencapai 

target tersebut. Kegiatan utama untuk mencapai target indikator sasaran tersebut adalah Kegiatan 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah, dan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 

Pagu yang dianggarkan untuk mencapai sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah 

sebesar Rp 33.348.890.317 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.450.448.658 atau 94,31%. Jika 

melihat realisasi sasaran yang tercapai 100% maka dapat dikatakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp  

1.898.441.659 atau 5,69%.  

 
3.2.7 Realisasi Program Sekretariat Daerah 

Capaian program Sekretariat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.24 
Realisasi Program (Outcome) Sekretariat Daerah Tahun 2023 

 

No Program Indikator Target Realisasi Capaian 

1 Pemerintahan dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Cakupan layanan 
kebijakan kesejahteraan 
rakyat 

46,67% 46,67% 100% 

  Persentase penyampaian 
laporan penyelenggaraan 
tata pemerintahan 
memenuhi standar 
ketentuan dan ketepatan 
waktu 

100% 100% 100% 

  Nilai Perkembangan 
Pembangunan Wilayah 

386 (cepat 
berkembang) 

391,76 
(cepat 

berkembang) 
 
 

101,5% 
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No Program Indikator Target Realisasi Capaian 

  Indeks Penataan 
Peraturan Perundang-
undangan dan Pelayanan 
Hukum 

99,1 96,5 97,4% 

  Persentase dokumen 
kerjasama daerah yang 
ditindaklanjuti 

87% 95,35% 109,6% 

2 Perekonomian dan 
Pembangunan 

Persentase terlaksananya 
penyusunan bahan 
kebijakan perekonomian 

57% 57,1% 100,3% 

  Persentase BUMD dan 
BLUD berkinerja baik 
(berdasarkan laporan) 

80,77% 92,31% 114,3% 

  Persentase ketepatan 
pelaksanaan kegiatan 
pembangunan 

98,52% 99,26% 100,75% 

  Persentase proses tender 
yang sesuai RUP 

85,5% 98,53% 115,24% 

3 Penyelenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

Persentase Kelembagaan 
Perangkat Daerah yang 
proporsional sesuai 
amanat UU Keistimewaan 

25% 25% 100% 

4 Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Persentase Perangkat 
Daerah yang sesuai 
struktur dan manajemen 
organisasi 

87% 93,66% 107,7% 

  Indeks Kepuasan Layanan 
Umum dan Keprotokolan  

81,25 81,43 100,22% 

  Hasil penilaian SAKIP oleh 
Inspektorat untuk 
Sekretariat Daerah 

A 
 

A 
(Nilai 86,8) 

100% 

  

 
Indikator cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat tercapai 46,67%. Dari total 15 

urusan ada 7 urusan yang telah disusun kebijakannya. Tujuh urusan tersebut adalah bidang bina 

mental, pengendalian penduduk dan KB, kesehatan, sosial, pendidikan, kearsipan, dan 

trantibumlinmas. Daftar kebijakan dari ketujuh urusan yang disusun tersebut adalah: 

1) Perwal Hibah 2023: penerima dan besaran anggaran; 

2) Perwal No.3 Tahun 2023 tentang Ketahanan Keluarga; 

3) Perwal No. 7 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis 

Tahun 2023-2026; 
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4) Kepwal No.116 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Tahun 2023; 

5) Perwal No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya 

Pendidikan Bagi Peserta Didik; 

6) Perwal No. 12 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Fasilitatif; 

7) Perwal No. 13 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Substantif; 

8) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 248 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip; dan 

9) Nota kesepahaman antara Pemkot dengan TNI (TMMD). 

Indikator persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi 

standar ketentuan dan ketepatan waktu tercapai 100%. Realisasi berdasarkan data 5 dokumen yang 

telah dikirim tepat waktu. Kelima dokumen tersebut adalah: 

1) LPPD dikirim tanggal 27 Maret 2023 deadline tanggal 31 Maret 2023; 

2) SPM dikirim tanggal 28 Maret 2023 deadline tanggal 31 Maret 2023; 

3) LKPJ dikirim tanggal 24 Februari 2023 deadline tanggal 31 Maret 2023; 

4) Nota pengantar LKPJ dikirim tanggal 24 Februari 2023 deadline tanggal 31 Maret 2023; 

5) Laporan administrasi pemerintahan dikirim tanggal 29 Desember 2023 deadline tanggal 

31 Desember 2023. 

Indikator nilai perkembangan pembangunan wilayah tercapai nilai 391,76 (cepat 

berkembang). Realisasi tersebut diperoleh dari total nilai evaluasi perkembangan kelurahan sebesar 

17.629 dibagi 45 kelurahan. Indikator ini untuk mengukur tingkat perkembangan kelurahan 

berdasarkan evaluasi dari kegiatan di kelurahan tahun 2023 yang mencakup bidang pemerintahan, 

kewilayahan dan kemasyarakatan. Dari 45 kelurahan semuanya sudah masuk kategori cepat 

berkembang. 

Indikator indeks penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum tercapai 

96,5. Target indikator tersebut tidak tercapai karena masih ada 2 perkara yang prosesnya masih 

dilanjutkan di tahun 2024. Selain itu nilai Kota Peduli Hak Asasi Manusia turun 0,2 menjadi 93,8 dari 

sebelumnya 94. 

Indikator persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti tercapai 95,35%. 

Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah dokumen perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti sebanyak 

246 kerjasama dibagi total kerjasama yang masih berlaku sebanyak 258. 

Indikator persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian tercapai 

57,1%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah kebijakan perekonomian yang telah direalisasikan 
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sampai akhir tahun 2023 sebanyak 8 kebijakan dibagi total target kebijakan perekonomian sebanyak 

14 kebijakan. Delapan kebijakan yang telah direalisasikan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan program kerja tim pengendali inflasi daerah (TPID) tahun 2023; 

2. Penyusunan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) tahun 2023; 

3. Penyusunan program kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) tahun 2023; 

4. Kerjasama antar daerah (KAD) Pengendalian Inflasi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Bantul 

dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; 

5. Pemantauan Stabilisasi Harga dan Pasokan Komoditas Bahan Pangan berupa pengembangan 

Aplikasi Info Harga Pangan di JSS; 

6. Penyusunan Rancangan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Perekonomian dan Ekonomi Kreatif; 

7. Penyusunan Rancangan Kebijakan (Peraturan Walikota) tentang Peta Jalan Pengembangan 

Ekonomi Kreatif; dan 

8. Pembaharuan data calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Sistem Informasi Kredit 

Program (SIKP). 

Indikator persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) tercapai 92,31%. 

Jumlah BUMD masuk kategori berkinerja baik sebanyak 2 BUMD dari total 3 BUMD. BUMD yang belum 

masuk kategori baik adalah Perseroda Jogjatama Vishesha karena dari hasil penilaian kinerja laporan 

laba rugi belum memperoleh profit. Jumlah BLUD masuk kategori berkinerja baik sebanyak 22 BLUD 

dari total 23 BLUD. BLUD yang belum baik adalah UPT Logam karena dari hasil penilaian kinerja belum 

berhasil mencapai target pendapatan.  

Indikator persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan per tanggal 10 Januari 

2024 tercapai 99,26%. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil perhitungan realisasi output kegiatan 

semua OPD/Unit Kerja dengan menggunakan pembobotan berdasarkan nilai anggaran. Deviasi output 

kegiatan sebesar 0,74% disebabkan oleh:   

1. Menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan : 

a. Pekerjaan pembuatan akses jalan, membran biofil, dan land clearing terdapat perubahan 

konsep setelah ada tawaran dari Pemprov DIY, dikarenakan ada perubahan skema lahan di 

TPA Piyungan, TPA Transisi tidak jadi dijalankan (DLH). 

b. Kegiatan jasa bongkar untuk bulan Desember 2023 sudah dilakukan, tetapi untuk bulan 

sebelumnya tidak dilaksanakan karena belum ada kegiatan yang memerlukan jasa bongkar 

(SatPolPP). 
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2. Menyesuaikan stakeholder lain : 

a. Dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan dana reward Pengelolaan Rusun Terbaik 2 

(DPUPKP). 

b. Menyesuaikan jadwal dan kesiapan anggota dewan/kesiapan komisi (Setwan). 

c. Menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis tidak dilaksanakan 

karena anggaran DAK Non Fisik dibekukan dari pusat (Dinkes). 

3. Dinamika proses pengadaan : 

a. Pengadaan incinerator gagal karena tidak ada kesepakatan dalam negosiasi teknis khususnya 

dalam waktu pelaksanaan pekerjaan (DLH). 

b. Pengadaan Instalasi Suction Sentral, belanja modal peralatan, dan pengadaan software 

treadmill tidak terjadi kesepakatan saat negosiasi waktu pelaksanaan (RSUD). 

Indikator persentase proses tender yang sesuai RUP tercapai 98,53%. Realisasi tersebut 

diperoleh dari data 67 paket tender yang tepat waktu dibagi dengan total 68 paket tender. Sebanyak 

1 paket tender waktu pelaksanaannya tidak tepat waktu. 

Indikator persentase perangkat daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi 

tercapai 93,66%. Realisasi tersebut diperoleh dari penilaian 5 komponen. Masing-masing komponen 

beserta realisasinya adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi kelembagaan (bobot 20%) dengan realisasi: 20%; 

2. SOP per unit terendah – 5 SOP (bobot 10%) dengan realisasi: 6,59%; 

3. Proses bisnis sampai dengan L2 (bobot 15%) dengan realisasi: 12,07%; 

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A (bobot 20%) dengan realisasi: 20%; 

5. Nilai PMPRB Perangkat Daerah di atas 70 (bobot 25%) dengan realisasi: 25%; 

6. Jumlah perangkat daerah yang memiliki SPP (bobot 10%) dengan realisasi: 10%.   

Indikator persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai amanat UU 

keistimewaan tercapai 25%. Ada 5 perangkat daerah yang kelembagaannya telah proposional sesuai 

dengan amanat Undang – Undang Keistimewaan dari total 20 perangkat daerah. Kelima perangkat 

daerah tersebut adalah Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat, Dinas Kebudayaan (Kundha 

Kabudayan), dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana). 

Indikator indeks kepuasan layanan administrasi umum dan keprotokolan tercapai 81,43 

(masuk kategori: baik). Realisasi tersebut diperoleh dari data survei 10 unsur pelayanan oleh 105 

responden dengan menggunakan skala likert. Target responden adalah tamu dan masyarakat yang 
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memanfaatkan layanan Bagian Umum Protokol (eksternal). Sepuluh unsur pelayanan dan hasil nilai 

rata-ratanya adalah sebagai berikut:  

1. Kemudahan prosedur pelayanan, memperoleh nilai: 3,086. 

2. Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan, memperoleh nilai: 3,067. 

3. Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan, memperoleh nilai: 2,905. 

4. Perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan, memperoleh nilai: 3,019. 

5. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan, memperoleh nilai: 3,000. 

6. Kejelasan dan kepastian pegawai dalam memberikan pelayanan, memperoleh nilai: 3,000. 

7. Keadilan mendapatkan pelayanan, memperoleh nilai: 3,038. 

8. Kenyamanan lingkungan, memperoleh nilai: 2,867. 

9. Ketersediaan sarana dan prasarana, memperoleh nilai: 2,895. 

10. Pelayanan fasilitasi peminjaman tempat, memperoleh nilai: 2,733. 

Indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercapai 86,8 (A). Realisasi tersebut diperoleh 

dari hasil penilaian 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Masing-masing komponen memperoleh poin 

sebagai berikut:  

1. Perencanaan kinerja memperoleh poin 29,33;  

2. Pengukuran kinerja memperoleh poin 29,36;  

3. Pelaporan kinerja memperoleh poin 13,93; dan 

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh poin 14,18. 

 

3.2.8 Kegiatan Pengarusutamaan Gender 

Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab 

pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam 

lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Permendagri nomor 67 tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep 

yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang 

terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Dari beberapa 

definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk 

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, 

nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. 
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Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin kelompok rentan (fakir 

miskin, disabilitas, anak, perempuan, dan/atau lansia) agar memiliki akses dan kontrol terhadap 

sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua 

tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. PUG 

ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan 

hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan 

yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan 

merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap 

sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan 

peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap 

pembangunan. 

Sekretariat Daerah pada tahun 2023 telah menganggarkan sebesar Rp 3.178.952.304 untuk 

kegiatan terkait PUG. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan terkait pengarusutamaan gender 

menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) dan pernyataan anggaran 

gender (gender budget statement). Kegiatan pengarusutamaan gender tersebut meliputi renovasi 

ruang kerja untuk meningkatkan kenyamanan bagi tamu dan pegawai perempuan karena dilengkapi 

dengan ruang laktasi dan ruang sholat, belanja kajian urusan sosial, fasilitasi keagamaan, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui dodolan kampung, sosialisasi dan penyuluhan hukum, sosialisasi 

aplikasi Nglarisi, pendampingan dan internalisasi budaya pemerintahan “SATRIYA”, serta internalisasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Penyerapan anggaran termasuk belanja gaji dan belanja operasional kepala daerah pada tahun 

2023 sebesar Rp 50.636.096.386 atau 95,54%. Sedangkan penyerapan anggaran tanpa belanja gaji dan 

dan belanja operasional kepala daerah sebesar Rp 26.744.865.569 atau 97,56%. Penyerapan anggaran 

terkecil pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota sebesar (belanja gaji 

dan dan belanja operasional kepala daerah) 95% sedangkan penyerapan terbesar pada program 

perekonomian dan pembangunan sebesar 98,94%. Secara rinci realisasi anggaran Sekretariat Daerah 

dapat dilihat pada Tabel 3.25, Tabel 3.26, Tabel 3.27, dan Tabel 3.28. 
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Tabel 3.25 
Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Belanja Operasional Kepala Daerah Tahun 2023 

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi % 

1 Gaji dan tunjangan ASN 24.487.222.000 22.793.664.817 93,08 

2 Gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah 58.509.000 55.566.000 94,97 

3 Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

1.042.000.000 1.042.000.000 100 

 
Tabel 3.26 

Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2023 

No Program dan Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi % 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

16.998.338.349 16.566.156.577 97,46 

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

105.190.000 104.482.900 99,33 

  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 341.759.000 340.934.008 99,76 

 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

1.334.000 1.334.000 100 

 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.903.000 59.459.000 99,26 

 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

204.550.000 204.288.000 99,87 

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.453.430.649 3.392.698.282 98,24 

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

931.995.690 884.417.580 94,90 

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

679.408.400 673.876.348 99,19 

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

1.983.588.578 1.897.727.723 95,67 

 Kegiatan Penataan Organisasi 557.384.610 544.351.750 97,66 

 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 6.197.760.422 6.009.091.880 96,96 

 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan 

2.482.034.000 2.453.495.106 98,85 

2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 7.908.072.796 7.700.440.534 97,37 

  Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 1.525.084.572 1.440.986.772 94,49 

  Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.851.265.000 3.782.906.396 98,23 

 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.637.857.224 1.588.243.597 96,97 

 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 893.866.000 888.303.769 99,38 
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No Program dan Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi % 

3 Program Perekonomian dan Pembangunan 2.046.238.250 2.024.522.488 98,94 

 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 934.932.000 916.911.008 98,07 

 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 516.637.930 515.594.100 99,80 

  Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 594.668.320 592.017.380 99,55 

4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta 

Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

461.029.750 453.745.970 98,42 

  Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Keistimewaan 

206.529.750 203.252.790 98,41 

  Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan 254.500.000 250.493.180 98,43 

 TOTAL 27.413.679.145 26.744.865.569 97,56 

 

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 

sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukan bahwa 

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja 

langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat 

dilihat pada Tabel 3.28. 

Tabel 3.27 

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 

Uraian Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Operasi Rp 51.031.688.855 Rp 48.739.898.210 95,51% 

− Belanja Pegawai Rp 25.587.731.000 Rp 23.891.230.817 93,37% 

− Belanja Barang dan 

Jasa 

Rp 23.427.181.855 Rp 22.891.891.393 97,72% 

− Belanja Hibah Rp 2.016.776.000 Rp 1.956.776.000 97,02% 

Uraian Anggaran Realisasi Persentase 

Belanja Modal Rp 1.969.721.290 Rp 1.896.198.176 96,27% 

− Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

Rp 1.859.894.690 Rp 1.786.443.276 96,05% 

− Belanja Modal 

Gedung dan 

Bangunan 

Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 100% 

− Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

Rp 9.826.600 Rp 9.754.900 99,27% 

Jumlah Belanja Rp 53.001.410.145 Rp 50.636.096.386 95,54% 
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Tabel 3.28 
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2023 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % 
Realisasi 

Pagu (Rp) Realisasi 
(Rp) 

Realisasi 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatnya 
kualitas 
kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
rakyat 

Persentase 
implementasi 
rekomendasi 
kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan 
rakyat 

40 40 100 3.851.265.000 3.782.906.396 98,23 

2 Meningkatnya 
kualitas 
kebijakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Status Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Tinggi 
(Skala 
3,41-
4,20) 

Sedang 
(3,29) 

96,48 3.162.941.796 3.029.230.369 95,77 

3 Meningkatnya 
kualitas 
kebijakan 
perekonomian 

Indeks 
Perekonomian 

71,32 77,09 108,09 1.828.798.000 1.805.214.777 98,71 

4 Meningkatnya 
kualitas 
kebijakan 
pembangunan 

Indeks 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

94,6 99,04 104,69 1.111.306.250 1.107.611.480 99,67 

5 Meningkatnya 
kualitas 
kebijakan 
pelayanan publik 
 
 

Indeks 
Pelayanan publik 

81,5 84,24 103,4 9.698.208.782 9.460.684.706 97,55 

6 Meningkatnya 
reformasi 
birokrasi 
Sekretariat 
Daerah 

Hasil penilaian 

mandiri 

reformasi 

birokrasi oleh 

Inspektorat 

A A 100 33.348.890.317 31.450.448.658 94,31 

Total belanja kegiatan 27.413.679.145 26.744.865.569 97,56 

Total belanja gaji dan operasional kepala daerah 25.587.731.000 23.891.230.817 93,37 

Total belanja Sekretariat Daerah 53.001.410.145 50.636.096.386 95,54 
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Tabel 3.29 
Analisis Efisiensi 

 

No Sasaran Indikator Capaian 
Kinerja (%) 

Penyerapan 
Anggaran 

(%) 

Tingkat 
Efisiensi 

(%) 
1 Meningkatnya kualitas 

kebijakan penyelenggaraan 
kesejahteraan rakyat 

Persentase 
implementasi 
rekomendasi 
kebijakan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan rakyat 

100 98,23 1,73 

2 Meningkatnya kualitas 
kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan 

Status Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

96,48 95,77 - 

3 Meningkatnya kualitas 
kebijakan perekonomian 

Indeks Perekonomian 108,09 98,71 1,29 

4 Meningkatnya kualitas 
kebijakan pembangunan 

Indeks Pelaksanaan 
Pembangunan 

104,69 99,67 0,33 

5 Meningkatnya kualitas 
kebijakan pelayanan publik 

Indeks Pelayanan 
publik 

103,4 97,55 2,45 

6 Meningkatnya reformasi 
birokrasi Sekretariat Daerah 

Hasil penilaian mandiri 

reformasi birokrasi 

oleh Inspektorat 

100 94,31 5,69 

 

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Sekretariat Daerah kinerjanya sudah sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan kecuali sasaran meningkatnya kualitas kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis 

adalah sebagai berikut: 

1. Capaian sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 

terealisasi sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 68.358.604.   

2. Capaian sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan hanya 

terealisasi sebesar 96,48% dengan sisa anggaran sebesar Rp 133.711.427 namun tidak bisa 

dianggap telah terjadi efisiensi karena target tidak tercapai.  

3. Capaian sasaran meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian terealisasi sebesar 

108,09% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 23.583.223. 

4. Capaian sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan terealisasi sebesar 

104,69% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 3.694.770. 
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5. Capaian sasaran meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik terealisasi sebesar 

103,4% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 237.524.076. 

6. Capaian sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah terealisasi sebesar 

100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.898.441.659. 

 
3.4 Inovasi 

Inovasi Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dodolan Kampung: 

Gerakan Gandeng Gendong merupakan sebuah gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh 

elemen dalam rangka pernberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pengentasan kemiskinan. Gerakan Gandeng gendong melibatkan 5K yaitu Kota, Korporat, Kampus, 

Komunitas dan Kampung untuk bersama-sama bergerak. Salah satu program Gandeng Gendong yang 

diluncurkan yaitu DO IT KAMPUNG (apa yang bisa kampung lakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh 

kampung sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi warga kampung). Sebagai implementasi Gerakan 

gandeng gendong dan Do it Kampung maka perlu adanya sebuah gerakan nyata dan dinamakan 

Dodolan Kampung. 

Inovasi dodolan kampung dilakukan dengan cara menyambangi kampung-kampung di Kota 

Yogyakarta setiap hari Jumat dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat daerah, unsur 5K (Kota, 

korporate, kampus, komunitas dan kampung). Dengan melaksanakan Dodolan kampung yang langsung 

terjun kemasyarakat diharapkan dapat menemukan potensi-potensi yang ada dikampung dan 

mengenalkan kampung kepada masyarakat luas. Dengan adanya kesadaran akan potensi kampung 

maka mulai dari perencanaan pembangunan akan tepat sasaran sehingga hasilnya pun dapat 

dirasakan. Melalui dodolan kampung masyarakat menyadari bahwa kampung mereka memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dikampung 

mereka melalui perencanaan yang tepat dan kesadaran untuk membangun kampung melalui 

branding-branding yang mereka buat sesuai potensi. Dengan dodolan kampung maka setiap sudut 

kampung adalah destinasi wisata yang bisa dikembangkan. Selain itu dengan dodolan kampung bisa 

dijadikan ajang komunikasi antara pimpinan daerah dengan masyarakat terkait dengan keluhan/ 

permasalahan permasalahan yang terjadi di wilayah ataupun keluhan tentang Pelayanan yang ada di 

Pemerintah Kota Yogjakarta. 

Pada awal pelaksanaannya dodolan kampung dilaksanakan dengan berjalan kaki mengelilingi 

kampung-kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Tetapi pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid 

19 sehingga beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatasi, salah satunya adalah dodolan 

kampung. Dengan adanya kondisi tersebut maka terdapat perbaruan terkait pelaksanaan dodolan 
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kampung yang awalnya dengan berjalan kaki mengelilingi kampung-kampung yang ada di Kota 

Yogyakarta menjadi bersepeda mengelilingi kampung-kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan 

bersepeda diharapkan terdapat nilai tambahan, yaitu dengan bersepeda badan menjadi lebih sehat 

dan imun tubuh dapat terjaga, sehingga dapat terhindar dari virus covid 19. Selanjutnya dalam 

pelaksanaan dodolan kampung, terdapat perubahan terkait dengan lokasi fokus (lokus) dodolan 

kampung. Sampai dengan awal tahun 2022 dodolan kampung dilaksanakan dengan lokus kampung-

kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Lokus tersebut dipandang kurang efisien dalam 

pelaksanaannya. Dengan kampung yang berjumlah 169 kampung, lokus kampung akan menghabiskan 

waktu yang terlalu lama untuk menyambangi seluruh kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Maka 

pada tahun 2022 terdapat perubahan lokus dodolan kampung yang awalnya menyambangi kampung 

menjadi kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan menyambangi kelurahan di Kota 

Yogyakarta yang berjumlah 45 kelurahan hal tersebut dipandang lebih efisien. 

Dodolan Kampung mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu : 

1. DO DOLAN NENG KAMPUNG (Mari bermain ke kampung) 

Menghidupkan kembali kampung sebagai sarana interaksi dan silaturahmi antar warga, 

mengenalkan kampung kepada masyarakat luas sebagai sebuah kearifan lokal yang 

merupakan ciri khas Kota Yogyakarta serta mengenalkan kampung kepada anak cucu agar 

mereka mengenal wilayah dan tradisinya. 

2. DODOLAN KAMPUNG 

Menjual seluruh potensi kampung baik potensi kuliner, kerajinan, seni, budaya dan lain-lain 

sehingga memacu kreatifitas dan menumbuhkan ekonomi dan dapat menghasilkan bagi 

masyarakat. 

3. NGEDOL KAMPUNG 

Membranding kampung sebagai arah perencanaan dan pelaksanaannya pembangunan 

sesuai dengan potensi dan keinginan yang mereka buat. Dengan adanya branding kampung 

maka masyarakat akan lebih terarah dalam pembangunan dan lebih kreatif dalam 

meamksimalkan potensi yang ada, agar menarik dan menjual sehingga pihak luar datang 

dan berinvestasi ke kampung. 
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Gambar 3.1 

Dokumentasi Kegiatan Dodolan Kampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
Pendokumentasian Potensi Wilayah yang Dituangkan ke Dalam Buku Dodolan Kampung 
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Gambar 3.3 
Penghargaan Dodolan Kampung Sebagai Juara ke-2 Inovasi Terbaik di Tingkat Eselon III 
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Inovasi Bagian Tata Pemerintahan, Si Keren: 

Salah satu fungsi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta adalah penyiapan bahan 

dan koordinasi evaluasi kinerja Kemantren. Evaluasi dimaksud merupakan evaluasi atas aspek 

penyelenggaraan tugas atributif, tugas delegatif, tugas pemerintahan umum, pelayanan administrasi 

terpadu kemantren, tata kelola pemerintahan hingga inovasi, prestasi dan penghargaan yang 

dilakukan oleh kemantren. Untuk memudahkan serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas 

pelaksanaan evaluasi dimaksud, maka Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta membuat 

aplikasi Sistem Informasi Kinerja Kemantren (SI KEREN).  

Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Kemantren (SI KEREN) adalah sistem informasi untuk 

menginputkan hasil penilaian evaluasi kinerja kemantren berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. 

Pengguna aplikasi SI KEREN adalah sebagai berikut: 

1. Admin Bagian Tata Pemerintahan (Admin Tapem) adalah pengguna yang mengelola aplikasi 

evaluasi kinerja kemantren, menginputkan master data, setting penilai dan jadwal penilaian. 

2. Operator Kemantren adalah pengguna yang melakukan input data pengisian form kebutuhan 

pendukung penilaian berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. 

3. Evaluator adalah pengguna yang melakukan input data nilai administrasi, kunjungan lapangan 

dan paparan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. 

 
Gambar 3.4 

Tampilan Halaman Utama Aplikasi SI KEREN 
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Inovasi Bagian Hukum, Puspita: 

Proses penyusunan Perda oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penyusunan 

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan 

rancangan Perda. 

Pada 2019 dunia dikejutkan dengan pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia pada 

umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya. Pandemi yang disinyalir berasal dari Kota Wuhan ini 

memukul semua sektor publik, mulai dari bidang kesehatan, perekonomian, pendidikan dan 

pemerintahan. 

Di wilayah Pemerintahan, sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan terkait penyesuaian cara kerja di instansi Pemerintahan melalui Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang 

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru (SE MENPAN&RB nomor 58 

Tahun 2020). 

Selain memberlakukan mekanisme Work From Home, pencegahan penyebaran Covid-19 di 

lingkungan instansi Pemerintahan juga dilakukan penyesuaian kerja diantaranya dengan melakukan 

rapat secara online dengan memanfaatkan zoom meeting dan google meet. Proses surat menyurat 

juga diharapkan bisa dilakukan dengan cara daring, untuk mengurangi kontak fisik antar pegawai. 

Di Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta masih ditemukan proses pengiriman surat atau 

dokumen usulan rancangan Perda dari sejumlah Perangkat Daerah secara manual dengan 

mengantarkan langsung ke Kantor Bagian Hukum. 

Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah Perangkat 

Daerah sehingga menyebabkan proses pengusulan rancangan Perda menjadi tertunda. Hal tersebut 

tentu menghambat progres dalam penyusunan Prompemperda oleh Bagian Hukum. 

Proses pengiriman usulan rancangan Perda bisa saja dilakukan dengan media online mulai dari 

email atau melalui e-office, namun hal tersebut tidaklah mudah mengingat masih banyaknya Aparatur 

Sipil Negara yang belum terbiasa menggunakan media-media tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah 

media lain yang lebih mudah digunakan, efektif, efisien dan terintegrasi dalam rangka mendorong 

tercapainya kelancaran proses penyusunan Propemperda di tengah Pandemi Covid-19. Dengan 

pertimbangan tersebut sehingga Bagian Hukum membuat layanan pengajuan usulan Raperda dengan 

nama PUSPITA (Pengajuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta). 
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Gambar 3.5 

Tampilan Halaman Utama PUSPITA 

 

 

 

Gambar 3.6 

Tampilan Menu Usulan Raperda PUSPITA 
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Inovasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembangan Aplikasi SIAP: 

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa salah satu ketugasan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Setda Kota Yogyakarta adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan 

barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan layanan pengadaan secara elektronik. 

Maka untuk mempermudah pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membuat 

inovasi berupa Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan (SIAP). Aplikasi tersebut sudah 

difungsikan untuk pemantauan progress pelaksanaan tender sejak tahun 2022 namun di tahun 2023 

ini seiring kompleksnya penyajian laporan terkait pengadaan barang dan jasa, maka dilakukan 

pengembangan terutama pada menu Paket Strategis dan Vendor Management System (VMS). Dengan 

adanya penambahan fitur tersebut diharapkan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota 

Yogyakarta semakin transparan, efektif dan efisien. 

Gambar 3.7 
Tampilan Halaman Utama Aplikasi SIAP 

Pengembangan Aplikasi Pada Menu “Paket Strategis” 
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Gambar 3.8 
Pengembangan Aplikasi Pada Menu VMS (Vendor Management System) 

 

 

Gambar 3.9 
Tampilan Detail Penyedia Dalam Menu VMS (Vendor Management System) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 

2023. Hasil dari penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat dimanfaatkan 

sebagai feedback dalam perencanaan periode berikutnya.  

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat 

disimpulkan: 

1. Target lima indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tercapai, yaitu: persentase 

implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, indeks 

perekonomian, indeks pelaksanaan pembangunan, indeks pelayanan publik semuanya tercapai, 

dan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. 

2. Satu indikator sasaran yang tidak tercapai targetnya yaitu status kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

3. Anggaran yang berhasil diefisiensi sebesar Rp 2.365.313.759 atau 4,46%. 

4. Faktor penghambat tercapainya target indikator status kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat 

Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan. 

5. Faktor pendorong tercapainya target indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat karena adanya komitmen bersama dalam upaya 

meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat. 

6. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks perekonomian adalah: 

a. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi di antara pegawai. 

b. Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

c. Tersedianya instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD. 

d. Adanya desk pemetaan kerjasama daerah. 

e. Sistem manajemen pengetahuan kerja sama yang bisa diakses secara online. 

f. Adanya optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi informal dan formal. 

7. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelaksanaan pembangunan adalah: 
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a. Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

b. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing Perangkat Daerah 

terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat 

tertangani dengan baik. 

c. Ditetapkannya Perwal Yogyakarta nomor 82 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Perwal Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta. 

d. Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus dapat 

dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik. 

e. Adanya monev realisasi fisik setiap bulan. 

f. Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke Kepala 

Perangkat Daerah/Unit Kerja, sehingga Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bisa 

melakukan monitoring. 

8. Faktor pendorong tercapainya target indikator indeks pelayanan publik adalah: 

a. Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi 

SKM tahun sebelumnya. 

b. Pembinaan dan monitoring pelayanan publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

c. Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan. 

9. Faktor pendorong tercapainya target indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh 

Inspektorat adalah adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan 

hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB). 

 
Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dikatakan baik namun 

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan 

untuk melakukan perbaikan tersebut adalah: 

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkala; 

2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada awal tahun; dan 

3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.  
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BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal 17 April 2023 bertempat di melalui zoom mee�ng (ID mee�ng: 577 853 7537 Passcode: DESK1704)
telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, dengan hasil pencermatan
sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 32

Jumlah Kegiatan : 9

Jumlah Sub Kegiatan : 30

Pagu Belanja Langsung : Rp. 2.779.174.300,00

Capaian Realisasi Fisik : 66.46

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 90.94

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 5

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

1. Perlu lebih intensif
untuk
mengkoordinasikan isu
substansi tema�k
kampung yang
dideklarasikan dengan
OPD terkait serta untuk
ke depannya relevan
dengan pencapaian
sasaran RPD
2023-2026 perlu
mengkoordinasikan
isu-isu kesejahteraan
rakyat dengan OPD
mitra. 2. Penghitungan
Jumlah swadaya murni
masyarakat tahun
berjalan juga dapat
ditambahkan swadaya
murni pada organisasi
di level Kemantren
sehingga lebih
komprehensif.

1. Untuk tahun 2023
Sudah direncanakan
koordinasi dengan
OPD mitra terkait dan
Pergan�an isue
strategis di RPD
2023-2026 2. Justru
data swadaya dari
kemantren kompilasi
dari kelurahan.

1.
Perencanaan

1. Target indikator program
dan sasaran di triwulan I
belum tercapai. 2. Basis data
monitoring implementasi
kebijakan yang berupa da�ar
regulasi belum memuat
gambaran lebih detail terkait
�ngkat implementasinya di
lapangan; apakah sama
sekali belum
terimplementasi atau
terimplementasi sampai
tahap mana. 3. Target
sasaran dan program
perangkat daerah untuk
tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD

1. Target triwulanan perlu
memperha�kan tatakala di
OPD penyusun kebijakan atau
yang mengimplementasikan
kebijakan. Misalnya untuk
penyusunan Perwal
membutuhkan waktu yang
lama dengan prosedur yang
banyak. Perlu penyesuaian
target triwulanan serta
koordinasi dengan OPD
penyusun kebijakan atau
yang mengimplementasikan
kebijakan. 2. Da�ar regulasi
sebagai basis data monitoring
implementasi kebijakan perlu
dicerma� Bagian Kesra Setda
dan selanjutnya melibatkan
OPD terkait, baik OPD
penyusun maupun pelaksana
kebijakan, sehingga bisa
terpetakan da�ar regulasi
sesuai prioritas
implementasinya.

1.agar menyiapkan
data target fisik untuk
sub kegiatan TA 2023
sehingga siap untuk
dientrikan di SIM
pelaporan 2023
2)Perencanaan target
fisik dan keuangan sub
kegiatan agar juga
melihat realisasi tahun
sebelumnya sebagai
bahan per�mbangan,
terutama untuk sub
kegiatan yang sering
mengalami deviasi
nega�f fisik dan
keuangan

Pada pelaksanaan fisik
kegiatan Bagian Kesra
pada TW I adalah : Sub
Kesmas 66,90%, Sub
Kesos 6,26% , Sub Bina
mental 72,79% , dan
AP/Program
penunjang urusan
pemerintah daerah
kab/kota 43,23%

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
s.d Maret 2023 tercapai
realisasi fisik 64.19% dengan
target fisik 64.25%.

1). Pertahankan progres fisik,
2). Apabila terdapat paket
pekerjaan yang berkontrak
dengan nilai diatas 100juta
dan berSPK agar diinputkan
pada Laporan Kontrak. 3).
Dihimbau untuk teman
teman tenaga teknis pada
Bagian Kesejahteraan Rakyat
agar mengisi kinerja harian
pada SIM Tenaga Teknis.



(i) Untuk tahun 2023
dimohon anggaran
disesuaikan dengan
kebutuhan dan
pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan tatakala
supaya penyerapan
maksimal (ii) Dalam
pelaksanaan
penatausahaan lebih
meningkatkan
keteli�an dan
kecermatan (iii) SPD
harap diperha�kan dan
sumber dana harap
dicantumkan dalam
se�ap pengajuan SPM

Pada serapan anggaran
kegiatan Bagian kesra
pada TW I (Januari-
Februari-Maret 2023)
telah tercapai total
realisasi anggaran
sebanyak 73,62% ,
diantaranta Sub
Kesmas 74,40%, Sub
Kesos 48,72%, Sub
Bina Mental 97,74%

3. Serapan
Keuangan

1) Serapan keuangan bagian
kesra TW I masih sebesar
27,59%

1) Mohon kegiatan yang
sudah selesai segera di SPJ-
kan dan diajukan 2)
Pelaksanaan kegiatan
sesuikan dengan tata kala

1. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan
metode E-Purchasing
E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta 2. Apabila
di Triwulan I Tahun
2023 terdapat
pengadaan
menggunakan metode
Pengadaan Langsung,
maka yang dapat
dilakukan pelimpahan
ke BPBJ adalah
Pengadaan Langsung
Transaksional yang
menggunakan jenis
kontrak SPK 3. Jika
dikemudian hari
terdapat kendala pada
proses pengadaan
maka dapat langsung
dikonsultasikan ke BPBJ

1. Bag Kesra sampai
saat ini belum
melakukan proses
pengadaan melalui E-
Purchasing dan E-
Katalog karena Barang
yang dibutuhkan �dak
tercantum dikedua
aplikasi tsb. 2.
Terdapat belanja
modal sebanyak
dibawah 50juta,
sehingga �dak perlu
pelimpahan ke bpbj. 3.
Terdapat kendala pada
saat menyusun survey
harga, ditemukannya
perbedaan pendapat
antara bag adminkeu
dengan bpbj,bahwa
kalau info dari bag
adminkeu harus ada
�d dari pejabat
pengadaan, sedangkan
info dari bpbj hanya
perlu �d ppkom saja.

4. Progress
Pengadaan

Tidak terdapat Pengadaan
Tender maupun Seleksi yang
di limpahkan ke BPBJ untuk
TW I 2023

1. Apabila di Triwulan II
Tahun 2023 terdapat
pengadaan menggunakan
metode Pengadaan
Langsung, maka yang dapat
dilakukan pelimpahan ke
BPBJ adalah Pengadaan
Langsung Transaksional yang
menggunakan jenis kontrak
SPK . 2. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan jasa
menggunakan metode E-
Purchasing E-Katalog Lokal
Kota Yogyakarta. 3. pada
pemilihan produk barang/
jasa pada E-Katalog perlu
memperha�kan Prioritas
Penggunaan Produk Dalam
Negeri sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 122
Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b).
4. Apabila terdapat
kebutuhan Pengadaan
barang/ jasa yang bersifat
ru�n dan belum terakomodir
pada E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta dapat
Mengajukan Permohonan
pencantuman Etalase. 5. Jika
dikemudian hari terdapat
kendala pada proses
pengadaan maka dapat
langsung dikonsultasikan ke
BPBJ.

- -

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.



Perwakilan Perangkat Daerah Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Agar berkoordinasi
dengan Bagian
Administrasi Keu Setda
mengenai Tindak
Lanjut Sakip dan
update realisasi P3DN
di aplikasi Siera. 2. TL
Lakip agar dibuatkan
Googledrive untuk
buk� dukung TL Lakip
nya. 3.Manajemen
Resiko 2023 segera
disusun kemudian di
upload di link yang
sudah dibagikan
Inspektorat.

1. Sudah mencoba utk
mengupdate pada
aplikasi Siera tetapi
system selalu eror,
sehingga gagal update
2. belum dibuatkan
googledrive 3. Laporan
data Manajemen
Resiko Tahun 2023
sudah disusun secara
lengkap dan sudah
upload pada link bitly.

6.
Pengawasan

1. Evaluasi SAKIP 2022 utk
Bagian Kesra (bagian dari
Setda) dilaksanakan di bulan
April 2023, agar
mempersiapkan data �ndak
lanjut hasil evaluasi
sebelumnya dan data dukung
untuk evaluasi 2022. Evaluasi
dilaksanakan menggunakan
pedoman Permenpan RB No
88 Th 2021, dan ada
kemungkinan nilainya belum
tentu sebaik nilai tahun
sebelumnya karena ada
beberapa perubahan
parameter pada kriteria yang
dinilai. Hal ini nan� bisa di
diskusikan dengan Tim
evaluator. 2. Hasil evaluasi
RB 2021 yg dilaksanakan di
th 2022, terdapat 9
(sembilan) catatan yg perlu
mendapat perha�an & harus
di TL. Mengacu Surat
KemenpanRB No B01RB06
2023, 18 Januari 2023 terkait
Perubahan Evaluasi RB tahun
2023, maka terkait Evaluasi
Inspektorat yg seharusnya
sesuai tata kala bulan ini
(April) 2023, sementara
menunggu peraturan terbaru
(info lebih lanjut dari
KemenpanRB). Pada No.3,
agar tetap menindak lanju�
rekomendasi LHE yang
sebelumnya 3. Terkait P3DN,
mengenai aplikasi Siera BPKP,
sementara ini masih
menunggu informasi dari
BPKP. Tim P3DN sedang
menyusun formulasi
pengukuran realisasi P3DN &
jika sudah selesai akan
segera disosialisasikan. 4.
Catatan atas hasil evaluasi
MR 2022 dan reviu MR 2023,
sebagimana poin-poinnya
telah disampaikan pada
diskusi antara Bagian Kesra
dgn Inspektorat agar
di�ndaklanju� utk perbaikan
dengan mengacu Perwal 43
Th 2022.

1. Tindaklanjut terhadap
rekomendasi/saran hasil
evaluasi, baik Evaluasi SAKIP
maupun Evaluasi RB agar
didokumentasikan, baik
uraian progress-nya maupun
buk� dukungnya, sebagai
salah satu data pendukung
untuk Evaluasi SAKIP &
Evaluasi RB Tahun 2022. 2.
Catatan hasil evaluasi atas
Manajemen Risiko Tahun
2022 agar di�ndaklanju�
berupa perbaikan
Manajemen Risiko 2023, baik
dalam hal pelaksanaan,
pelaporan, pemantauan,
maupun
pendokumentasiannya

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



FRIDA NOOR AFIFAH, S.H>
Analis Kebijakan Ahli Muda

Agus Salim, S.E., M.A. Bappeda

Agi Diyastu� BPKAD

Eka Purwanto Bag Adalbang

Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

nurhadiyanta Inspektorat



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di R. Rapat Winongo Lt. 1 Bappeda dan Zoom Mee�ng ID : 577 853 7537
Passcode : DESK1204 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN TATA PEMERINTAHAN, dengan
hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 2

Jumlah Kegiatan : 9

Jumlah Sub Kegiatan : 30

Pagu Belanja Langsung : Rp. 525.824.954,00

Capaian Realisasi Fisik : 99.98

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 52.93

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 3

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

terkait dengan
kewilayahan untuk
kewenangan
kewilayahan apabila
diperlukan untuk
dievaluasi agar dapat
dilaksanakan dengan
baik

telah di�ndaklanju�
dengan perwal
pelimpahan
kewenangan

1.
Perencanaan

1. Target sasaran dan
program perangkat daerah
untuk tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD 2. Segera
menindaklanju� target yang
sudah dipersiapkan 3.
Terdapat perubahan target
sasaran reviu Renstra tahun
2023

1. Hasil reviu di�ndaklanju�
pada saat penginputan renja
perubahan 2023 setelah
dokumen ditetapkan dan
penyempurnaan entry renja
murni 2024 2.Untuk
pengadaan barang dan jasa
bisa memaksimalkan melalui
e-katalog

Agar segera
mengisikan data target
fisik untuk sub kegiatan
TA 2023 pada SIM
pelaporan 2023

target fisik untuk sub
kegiatan TA 2023 pada
SIM pelaporan 2023
telah diisi

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan
Bagian Tata Pemerintahan s.d
Maret 2023 tercapai realisasi
fisik 22.21% dengan target
fisik 22.23 %.

1). Pertahankan progres fisik,
2). Apabila terdapat paket
pekerjaan yang berkontrak
dengan nilai diatas 100juta
dan berSPK agar diinputkan
pada Laporan Kontrak. 3).
Dihimbau untuk teman
teman tenaga teknis pada
Bagian Tata Pemerintahan
agar mengisi kinerja harian
pada SIM Tenaga Teknis.

(i) Tahun 2023 untuk
kegiatan yang
penyerapannya belum
maksimal bisa
disesuaikan dan
pelaksanaan kegiatan
agar sesuai dengan
tatakala sehingga di
tahun 2023 capaian
realisasi keuangan bisa
maksimal (ii) Dalam
penatausahaan lebih
meningkatkan
keteli�an dan
kecermatan (iii) SPD
diperha�kan dan
sumber dana
dicantumkan se�ap

telah di�ndaklaju�
dengan penyesuaian
anggaran tahun 2023

3. Serapan
Keuangan

Kegiatan yang sudah selesai
harap segera diSPJ-kan dan
segera diajukan.

Dalam pengajuan SPM LS
pihak 3 lebih cermat dan
teli� dan mengacu pada
sisdur.



Perwakilan Perangkat Daerah Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Muhammad Muslim, S.Pt. Bappeda

pengajuan SPM

1. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan
metode E-Purchasing
E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta 2. Apabila
di Triwulan I Tahun
2023 terdapat
pengadaan
menggunakan metode
Pengadaan Langsung,
maka yang dapat
dilakukan pelimpahan
ke BPBJ adalah
Pengadaan Langsung
Transaksional yang
menggunakan jenis
kontrak SPK 3. Jika
dikemudian hari
terdapat kendala pada
proses pengadaan
maka dapat langsung
dikonsultasikan ke
BPBJ

proses pengadaan
sudah menggunakan e
katalog dan
pelimpahan ke BPBJ

4. Progress
Pengadaan

Tidak terdapat Pengadaan
Tender, Seleksi dan
Pengadaan Langsung yang di
limpahkan ke BPBJ untuk TW
I 2023

1. Apabila di Triwulan II
Tahun 2023 terdapat
pengadaan menggunakan
metode Pengadaan
Langsung, maka yang dapat
dilakukan pelimpahan ke
BPBJ adalah Pengadaan
Langsung Transaksional yang
menggunakan jenis kontrak
SPK . 2. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan jasa
menggunakan metode E-
Purchasing E-Katalog Lokal
Kota Yogyakarta. 3. pada
pemilihan produk barang/
jasa pada E-Katalog perlu
memperha�kan Prioritas
Penggunaan Produk Dalam
Negeri sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2022 pasal
E.2.a.1).b). 4. Apabila
terdapat kebutuhan
Pengadaan barang/ jasa yang
bersifat ru�n dan belum
terakomodir pada E-Katalog
Lokal Kota Yogyakarta dapat
Mengajukan Permohonan
pencantuman Etalase. 5. Jika
dikemudian hari terdapat
kendala pada proses
pengadaan maka dapat
langsung dikonsultasikan ke
BPBJ.

-
pengukuran kinerja
lkip di sekretariat
daerah

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

1.Pemutakhiran data
realisasi PBJ agar
di�ngkatkan di 2023 2.
Tindak Lanjut Eval
Sakip dan RB 3. RTP
2023

sudah m3nindaklanju�
evaluasi sakip dan RB

6.
Pengawasan

1. Formulasi untuk
pelaksanaan monitoring
P3DN masih dalam
pembahasan. 2. Evaluasi
SAKIP 2022 masih dalam
proses.

1. Meningkatkan
penggunaan produk dalam
negeri. 2. Dimohon agar
buk� TL rekomendasi SAKIP
2021 segera diupload.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



Benyamin Atyasa, SIP
Analis kebijakan Ahli Muda Kelompok
Substansi Administrasi Pemerintahan

Agi Diyastu� BPKAD

Eka Purwanto Bag Adalbang

Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

Sri Mulya� Inspektorat



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di R. Rapat Winongo Lt. 1 Bappeda dan Zoom Mee�ng ID : 577 853 7537
Passcode : DESK1204 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN HUKUM, dengan hasil
pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 2

Jumlah Kegiatan : 9

Jumlah Sub Kegiatan : 31

Pagu Belanja Langsung : Rp. 646.611.028,00

Capaian Realisasi Fisik : 100.04

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 67.94

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 2

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

Perencanaan terkait
Propemperda untuk
Tahun 2023 agar dapat
dipersiapkan

Propemperda untuk
Tahun 2023 sudah
ditetapkan,

1.
Perencanaan

1.Target sasaran dan program
perangkat daerah untuk
tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD 2. Capaian
target sudah terpenuhi
meskipun masih ada target
eksternal yang masih perlu
untuk ditata

1. Hasil reviu di�ndaklanju�
pada saat penginputan renja
perubahan 2023 setelah
dokumen ditetapkan dan
penyempurnaan entry renja
murni 2024 2. Pengop�malan
pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tatakala

Agar segera
mengisikan data target
fisik untuk sub kegiatan
TA 2023 pada SIM
pelaporan 2023

Sudah mengisikan data
target fisik untuk sub
kegiatan TA 2023 pada
SIM pelaporan 2023
tepat waktu

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan
Bagian Hukum s.d Maret
2023 tercapai realisasi fisik
24.81% dengan target fisik
24.81%.

1). Pertahankan progres fisik,
2). Apabila terdapat paket
pekerjaan yang berkontrak
dengan nilai diatas 100juta
dan berSPK agar diinputkan
pada Laporan Kontrak. 3).
Dihimbau untuk teman
teman tenaga teknis pada
Bagian Hukum agar mengisi
kinerja harian pada SIM
Tenaga Teknis.

Segera melengkapi
kekurangan TU. Terkait
pengajuan SPM GU
tahun 2023
dilampirkan SPM dari
SIPD Kemendagri.

Sudah melengkapi
kekurangan TU. Terkait
pengajuan SPM GU
tahun 2023
dilampirkan SPM dari
SIPD Kemendagri.

3. Serapan
Keuangan

Kelengkapan dan urutan
dokumen pengajuan SPM
baik LS, GU maupun TU
masih perlu dibenahi agar
�dak menghambat proses
penerbitan SP2D

Sesuaikan Perwal no. 136
tahun 2021

1. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan
metode E-Purchasing
E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta 2. Apabila
di Triwulan I Tahun
2023 terdapat
pengadaan
menggunakan metode
Pengadaan Langsung,
maka yang dapat

1. Sudah
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan
metode E-Purchasing
E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta 2. Pada
Triwulan I Tahun 2023
terdapat pengadaan
menggunakan metode
Pengadaan Langsung,
dan Pejabat
Pengandaan internal

4. Progress
Pengadaan

Tidak terdapat Pengadaan
Tender, Seleksi dan
Pengadaan Langsung yang di
limpahkan ke BPBJ untuk TW
I 2023

1. Apabila di Triwulan II
Tahun 2023 terdapat
pengadaan menggunakan
metode Pengadaan
Langsung, maka yang dapat
dilakukan pelimpahan ke
BPBJ adalah Pengadaan
Langsung Transaksional yang
menggunakan jenis kontrak
SPK . 2. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan jasa
menggunakan metode E-



Perwakilan Perangkat Daerah Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Muhammad Muslim, S.Pt. Bappeda

dilakukan pelimpahan
ke BPBJ adalah
Pengadaan Langsung
Transaksional yang
menggunakan jenis
kontrak SPK 3. Jika
dikemudian hari
terdapat kendala pada
proses pengadaan
maka dapat langsung
dikonsultasikan ke BPBJ

dari Bagian Hukum 3.
Jika dikemudian hari
terdapat kendala pada
proses pengadaan
maka Bagian Hukum
siap konsultasi ke BPBJ

Purchasing E-Katalog Lokal
Kota Yogyakarta. 3. pada
pemilihan produk barang/
jasa pada E-Katalog perlu
memperha�kan Prioritas
Penggunaan Produk Dalam
Negeri sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2022 pasal
E.2.a.1).b). 4. Apabila
terdapat kebutuhan
Pengadaan barang/ jasa yang
bersifat ru�n dan belum
terakomodir pada E-Katalog
Lokal Kota Yogyakarta dapat
Mengajukan Permohonan
pencantuman Etalase. 5. Jika
dikemudian hari terdapat
kendala pada proses
pengadaan maka dapat
langsung dikonsultasikan ke
BPBJ.

-

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

1. Agar menyusun
dokumen MR 2022 dan
MR 2023 untuk risiko
operasional. Agar
berkoordinasi di
lingkup Sekretariat
Daerah untuk
menyusun risiko
strategis. Laporan
pelaksanaan
Manajemen Risiko
2022 agar segera
disampaikan. 2. Agar
berkoordinasi di
lingkup Sekretariat
Daerah untuk
pengisian realisasi
P3DN di 2023 supaya
dapat lebih update.

Sudah dilaksanakan
6.

Pengawasan

1. Formulasi untuk
pelaksanaan monitoring
P3DN masih dalam
pembahasan. 2. Evaluasi
SAKIP 2022 masih dalam
proses.

1. meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri. 2.
dimohon agar buk� dukung
TL rekomendasi SAKIP 2021
segera diupload.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



Rahmat Se�abudi Sokonagoro, SH., LL.M.
Penyuluh Hukum Muda / Ahli Muda, Sub

Koordinator Kelompok Substansi Dokumentasi
dan Informasi Hukum

Rose Gamashyan� BPKAD

Eka Purwanto Bag Adalbang

Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

Sri Mulya� Inspektorat



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 28 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Code Utara Lt 3 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas
kinerja perangkat daerah BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 37

Jumlah Kegiatan : 10

Jumlah Sub Kegiatan : 34

Pagu Belanja Langsung : Rp. 362.135.600,00

Capaian Realisasi Fisik : 74.23

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 8

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 56.44

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 15

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

1. Untuk Dilakukan
perbaikan pengisian
realisasi indikator pada
kerjasama daerah
karena adanya
perbedaan definisi 2.
Dilanjutkan untuk
pencapaian indikator
kinerja fisik dan
keuangan.

1. akan dilakukan
penyesuaian target
dan indikator penilaian
termasuk formulanya
2. sudah dilaksanakan
sesuai tatakala

1.
Perencanaan

1. Nilai Reformasi Birokrasi
83,8 mohon koordinasikan
dengan setda, apakah nilai
jadi satu di setda atau
masing2 bagian tersendiri. 2.
Mohon dilengkapi metadata
untuk Indikator program
Persentase BUMD BLUD dan
indikator program kerja sama
daerah. Target triwulan
(kinerja) bisa menggunakan
data tahun lalu, untuk
keuangan menggunakan data
upda�ng penargetan kinerja
memakai realisasi 2022. 3.
Realisasi BUMD dan BLUD
berkinerja baik, untuk BLUD
masih menggunakan realisasi
tahun 2022, BUMD akan
evaluasi di akhir bulan April
2023. 4. Data �ndaklanjut
OPD hasil kerjasama belum
dilaporkan secara lengkap,
bisa dilengkapi pada laporan
evaluasi.

1. Untuk melakukan review
metadata dan melakukan
pembahasan internal
berkaitan penentuan target,
formula, dan sumber data
indikator program. 2. Segera
merealisasikan penyusunan
proses bisnis dan knowledge
sistem untuk pembinaan
BUMD dan BLUD. 3.
Melakukan koordinasi
intensif untuk pengumpulan
data �ndaklanjut hasil kerja
sama. 4. Membangun sistem
informasi pembinaan BUMD
dan BLUD di tahun 2024.

Jika Buku Perundang-
undangan sudah
selesai dan memenuhi
target fisik, agar
merevisi realisasi
fisiknya menjadi 100%

sudah dilaksanakan,
dan untuk tahin 2023
�dak menganggarkan
belanja buku peraturan
perundanga-undangan

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

1. Pelaksanaan fisik kegiatan
Bag. Perekonomian dan
Kerjasama s.d Maret 2023
tercapai realisasi fisik 15,55%
dan mengalami deviasi
-0,47% 2. Ada 8 sub kegiatan
yg mengalami deviasi di atas
5%, dimana 8 sub kegiatan
sebenarnya sudah terlaksana
hanya kekurangan
dokumentasinya

Agar mengejar kekurangan
dokumentasinya sehingga
realisasi fisiknya bisa tercapai

(i) Untuk
penatausahaan tahun
2023, pelaksanaan
kegiatan agar sesuai
dengan tatakala (ii)
Lebih meningkatkan
keteli�an dan

(i) sudah dilaksanakan
sesuai tatakala dan
kebutuhan (ii) sudah
lebih cermat dalam
pengajuan SPP dan
SPM (iii) sudah
dilaksanakan

3. Serapan
Keuangan



kecermatan dalam
pengajuan SPM
disesuaikan dengan
sisdur (iii) SPD harap
diperha�kan se�ap
pengajuan SPM dan
sumber dana
dicantumkan

Rekomendasi yang
perlu diperha�kan
adalah : 1. Apabila
terdapat Pengadaan
Langsung di tahun
2022 yang di tahun
2023 sudah tersedia di
E-Katalog, maka PL
tersebut dapat
dialihkan
menggunakan E-
Katalog di tahun 2023
ini. 2. Untuk
Pengadaan Langsung
dengan kontrak SPK
dapat diproses melalui
LPSE. 3. Untuk proses
PL TT Naban kemarin
dapat dijadikan
evaluasi, terumama
untuk TT dimohon
memperha�kan syarat-
syarat yang harus
diupload dan tatakala,
sehingga �dak banyak
koreksi pada saat
dilakukan proses
evaluasi. Karena
dengan banyaknya
koreksi akan
memperpanjang waktu
evaluasi dan
mendapatkan
pemenang.

1. di Tahun 2023
pengadaan langsung
pada jasa kebersihan ,
pengadaan JLOP, dan
belanja modal sudah
menggunakan E-
Katalog 2. untuk
pengadaan langsung
dengan kontrak yang
sudah dilaksanakan
baru untuk jasa
kebersihan kantor dan
JLOP3. akan lebih
diperha�kan agar �dak
terjadi banyak koreksi
dan proses pengadaan
dapat selesai tepat
waktu

4. Progress
Pengadaan

Pertahankan dan
�ngkatkan kinerja ke
depan.

akan dilaksanakan dan
di�ngkatkan kinerja
nya

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

Agar segera mengirim
dokumen penilaian
risikp dan RTP tahun
2023.

dokumen penilaian
resiko dan RTP tahun
2023 sudah dikirimkan

6.
Pengawasan

1.Evaluasi SAKIP Sekretariat
Daerah Tahun 2022 sedang
dalam proses 2. TL hasil
evaluasi PMPRB agar mulai
dipersiapkan dan
didokumentasikan baik
uraian progress-nya maupun
buk� dukungnya

1. Dokumentasi terkait
�ndaklanjut catatan
penilaian SAKIP dan evaluasi
kinerja agar di�ngkatkan 2.
Agar menindaklanju�
rekomendasi dalam LHE RB
Tahun 2022

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



Perwakilan Perangkat Daerah

ye� kusumawa�
Analis Kebijakan Ahli Muda

Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Agus�n Wijayan�, S.Si., M.Ec.Dev Bappeda

Silvia S Bag Adalbang

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

Lina Nur Aeni Inspektorat



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal 17 April 2023 bertempat di Bappeda Kota Yogyakarta melalui zoom mee�ng telah dilaksanakan Desk
Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut
ini :

Jumlah Program : 32

Jumlah Kegiatan : 9

Jumlah Sub Kegiatan : 30

Pagu Belanja Langsung : Rp. 103.328.050,00

Capaian Realisasi Fisik : 55.67

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 80.06

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 2

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

1. Data realisasi pada
metadata harap
disesuaikan (sudah
disesuaikan) 2. Data
kinerja pelaksanaan
pembangunan pada
indikator sasaran harap
dilengkapi 3. Minimnya
data perencanaan
pendukung program
prioritas dapat
diupayakan dengan
melakukan koordinasi
lebih lanjut dengan
OPD -OPD yang
mungkin terlibat

1. Sudah disesuaikan 2.
Sudah disesuaikan 3.
Sudah dilakukan
koordinasi awal dan
melakukan monitoring
perencanaan terhadap
empat program
prioritas

1.
Perencanaan

1. Formula indikator program
internal masih menggunakan
formula komposit 2. Target
sasaran pada Triwulan I
masih menggunakan target
tahunan 3. Target sasaran
dan program perangkat
daerah untuk tahun
2023-2026 telah tertuang
dalam file Reviu Renstra
Tahun 2023 (Perubahan
Pertama) pada tautan
h�ps://s.id/MetadataRPD

1. Formula indikator program
internal agar diperbaiki
(sama dengan indikatornya)
2. Perhitungan target
indikator sasaran pada TW I
agar diperbaiki sesuai dengan
formulanya

Agar menyiapkan data
target fisik untuk sub
kegiatan TA 2023
(prosentase target fisik
harus lebih �nggi dari
prosentas target
keuangan), sehingga
siap untuk dientrikan
pada SIM Pelaporan
2023

prosentase target fisik
sudah lebih �nggi dari
prosentas target
keuangan

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

1 Capaian fisik Bagian
Adminbang pada TW I
sebesar 15,78% dari target
sebesar 17,12% 2. Belum
terdapat catatan pada
perkembangan pelaksanaan
fisik

pertahankan progres fisik
dan memaksimalkan fisik
kegiatan

Hal - hal yang perlu
diperha�kan kembali
dalam Penatausahaan
Keuangan Tahun 2023 :
1. Pelaksanaan
kegiatan agar
disesuaikan dengan
tata kala, mengacu
pada aturan Peraturan
Walikota Yk No.136
Tahun 2021, Peraturan
Pemerintah No.12
Tahun 2019, SHJ, dan
DPA. 2. Dalam
melakukan
Penatausahaan

sudah dilakukan semua
3. Serapan
Keuangan

Penyerapan Anggaran sampai
dengan TB I sebesar 80,06%

1. Pelaksanaan kegiatan
harus disesuaikan dengan
tata kala 2. Lebih
meningkatkan kecermatan
dan keteli�an dalam hal
penatausahaan keuangan 3.
Kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan agar segera
diajukan SPP dan SPM



Keuangan agar lebih
meningkatkan
keteli�an dan
kecermatan. 3.
Pengajuan SPM �dak
boleh melebihi SPD
dan Jenis Sumber Dana
harus tercantum dalam
Uraian Keperluan
se�ap SPM yang
diajukan.

1. Pelaksanaan
pengadaan barang/
jasa yang dapat
diakomodir melalui e-
purchasing (e-
catalogue) dihimbau
untuk dapat dilakukan
melalui katalog lokal
kota Yogyakarta 2.
Pengadaan langsung
jasa lainnya TT/Naban
kedepannya
merupakan kegiatan
ru�n se�ap tahunnya
sehingga kami
menghimbau untuk
dipersiapkan dengan
matang dan untuk
dokumen pengadaan
langsung yang
dilimpahkan ke BPBJ
pada TW IV dijadikan
bahan evaluasi agar
kedepannya dokumen
pengadaan langsung
lebih baik sehingga
proses pengadaan
langsung dapat
berjalan sesuai dengan
tatakala. 3. Apabila ada
paket pengadaan
langsung yang bersifat
transaksional dengan
SPK yang memerlukan
bantuan dari Pejabat
Pengadaan BPBJ dapat
mengajukan surat
permohonan ke BPBJ
Kota Yogyakarta dan
mengupload dokumen
melalui h�ps://s.id/
bpbjkotayk

pengadaan sudah
diarahkan
menggunakan e-
catalogue

4. Progress
Pengadaan

Berdasarkan data dari SiRUP
dan dari LPSE Kota
Yogyakarta, pada TW I tahun
2023 Bagian Administrasi
Pembangunan �dak memiliki
paket tender/seleksi yang
dilimpahkan ke BPBJ.

1.Apabila terdapat paket
yang akan dilimpahkan ke
BPBJ, mohon untuk segera
dilimpahkan agar proses
pengadaan dapat berjalan
sesuai dengan tatakala. 2.Jika
etalase produk yang
dibutuhkan belum ada pada
katalog elektronik Kota
Yogyakarta, OPD dapat
mengajukan penambahan
etalase baru melalui surat
permohonan yang dikirimkan
melalui Setda Kota
Yogyakarta. 3.Pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang
dapat diakomodir melalui e-
purchasing (e-catalogue)
dihimbau untuk dapat
dilakukan melalui katalog
lokal kota Yogyakarta. Dan
dimohon untuk
menyampaikan kepada
Penyedia agar menda�arkan
produknya di Katalog Lokal
Kota Yogyakarta.

Agar menambahkan
faktor pendorong dan
permasalahan dalam
pelaksanaan kegiatan
peningkatan kualitas
kebijakan
pembangunan, beserta
rencana �ndak
lanjutnya.

sudah disesuaikan

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.



Perwakilan Perangkat Daerah

Rudy Yulianto
Pengolah Data Laporan Kas

Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Silvi Maynina, MT., MSc Bappeda

Si� Nur Wijayan� BPKAD

Hendra Gunawan, ST Bag Adalbang

Ayu Puji Astu�, S.E. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

- Untuk meningkatkan
capaian RB dan SAKIP
agar memperha�kan
hasil Evaluasi dan
memaksimalkan TL
atas saran-saran dalam
LHE; - Kedepan agar
lebih memaksimalkan
input capaian progres
realisasi P3DN di
aplikasi siera; -
Melaporkan
pelaksanaan MR;

Sudah disesuaikan.
Untuk MR akan
dilakukan revisi

6.
Pengawasan

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Bappeda Kota Yogyakarta secara daring telah dilaksanakan Desk Timbal
Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 33

Jumlah Kegiatan : 8

Jumlah Sub Kegiatan : 31

Pagu Belanja Langsung : Rp. 194.894.000,00

Capaian Realisasi Fisik : 64.52

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 90.65

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 1

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

(1) agar dapat mengisi
kolom "Tindak Lanjut
TW Sebelumnya" pada
Berita Acara Desk
Timbal Balik TW IV
mendasarkan pada
rekomendasi TW
sebelumnya, (2) untuk
dapat mengisikan
sumber data untuk
metadata RPD
2023-2026 pada link
yang telah disediakan
h�ps://s.id/
MetadataRPD

pengisian sumber data
pada metadata RPD
dilakukan oleh Bagian
Administrasi dan
Keuangan

1.
Perencanaan

1. Target sasaran dan
program perangkat daerah
untuk tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD 2. Untuk
menjaga konsistensi antara
dokumen perencanaan
dengan dokumen
pengendalian, maka input
target maupun realisasi pada
TW 1 hingga Tw 3
mendasarkan pada Perwal
RPD 2023-2026.

1. Hasil reviu RPD tahun
2023-2026 diterapkan ke�ka
APBD Perubahan tahun 2023
ditetapkan dan dilakukan
untuk penyempurnaan input
pada Renja OPD tahun 2024
pada SIPD

1) mohon untuk di edit
inputan nama PPTK 2)
mohon utk diunpadte
realisasi lap kontraknya

nama PPTK sudah
disesuaikan dengan
data terbaru

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

1. Capaian fisik pada bagian
pengadaan barang dan jasa
sebesar 17,40% dari target
15,30% 2.Belum terdapat
deviasi fisik kegiatan yang
melebihi 5%

pertahankan progres fisik

(I) Untuk
penatausahaan di
tahun 2023
pelaksanaan kegiatan
agar sesuai dengan
tatakala (II) Dalam
pelaksanaan
penatausahaan lebih
di�ngkatkan keteli�an
dan kecermatannya
dan dalam pengajuan
SPM disesuaikan
dengan sisdur (III)
Se�ap pengajuan SPM,
harap memperha�kan
SPD dan sumber dana
dapat dicantumkan.

pelaksanaan kegiatan
di TW I sudah sesuai
dengan tatakala
kegiatan

3. Serapan
Keuangan

1) Serapan SP2D BPBJ di TW
1 sudah baik dengan capaian
84,09%

1) Dalam pengajuan SPM LS
pihak 3 harap lebih teli� dan
mengacu pada sisdur. 2)
Pelaksanaan kegiatan utuk
TW selanjutnya harap sesuai
dengan tatakala dan SPJ
segera diajukan. 2)
Penginputan belanja di SIPD
harap diperha�kan agar saat
pelaksanaan rekonsiliasi
bulanan �dak ada kendala
antara SPJ Fungsional SIPKD
dan SIPD



Perwakilan Perangkat Daerah

Teuku Achmad Karnegi
Sub Koordinator Pembinaan Pengadaan Barang

Jasa

Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Maria Herdwi Widyaningsih, S.T. Bappeda

Agi Diyastu� BPKAD

Hendra Gunawan, ST Bag Adalbang

Ayu Puji Astu�, S.E. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

AGUS WIDODO, S.T. Inspektorat

1. Pelaksanaan
pengadaan barang/
jasa yang dapat
diakomodir melalui e-
purchasing (e-
catalogue) dihimbau
untuk dapat dilakukan
melalui katalog lokal
kota Yogyakarta

belanja barang sudah
melalui e-katalog

4. Progress
Pengadaan

Pada Triwulan I ini Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
�dak terdapat paket tender/
seleksi.

Pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dapat
diakomodir melalui e-
purchasing (e-catalogue)
dihimbau untuk dapat
dilakukan melalui katalog
lokal kota Yogyakarta.

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

1. Sebelum mulai desk
agar mengisi �ndak
lanjut TW sebelumnya.
2. Secara ru�n
berkoordinasi dengan
Bag. Adminkeu untuk
penyusunan SAKIP dan
realisasi P3DN 3. Agar
dilaksanakan sesuai
saran, disiapkan untuk
penilaian tahun 2023.
4. Menyelesaikan
penilaian risiko tahun
2023 dan mengirimkan
laporan MR 2022
sebelum akhir bulan
Januari 2023.

sudah dilakukan
pengisian �ndak lanjut
TW sebelumnya dan
berkoordinasi dengan
bag.adminkeu untuk
penyusunan SAKIP

6.
Pengawasan

1.Evaluasi SAKIP Tahun 2022
sedang dalam proses
evaluasi, sehingga belum bisa
disajikan catatan-catatan
yang perlu perha�an 2.TL
hasil evaluasi PMPRB agar
mulai dipersiapkan dan
didokumentasikan baik
uraian progress-nya maupun
buk� dukungnya, sebagai
salah satu data pendukung
untuk Evaluasi RB Tahun
2022 yang akan dilaksanakan
di 2023

1. - 2. Agar menindaklanju�
sesuai catatan yang ada

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui





BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2023 bertempat di R. Rapat Winongo Lt.1 BAPPEDA dan Zoom Mee�ng ID : 9915024170
Passcode : DESK1104 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ORGANISASI, dengan hasil
pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 2

Jumlah Kegiatan : 10

Jumlah Sub Kegiatan : 34

Pagu Belanja Langsung : Rp. 211.720.034,00

Capaian Realisasi Fisik : 96.70

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 1

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 59.92

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 10

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

Kedepan dengan
banyaknya regulasi
terkait RB yang muncul
agar dikompilasi dan
segera di�ndaklanju�
apabila perlu
disegerakan

Akan segera kami
�ndaklanju� terutama
regulasi terkait RB.

1.
Perencanaan

1. Target sasaran dan
program perangkat daerah
untuk tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD 2. Perubahan
indikator pada program
penyelenggaraan
keis�mewaan dan reviu
target

Hasil reviu di�ndaklanju�
pada saat penginputan renja
perubahan 2023 setelah
dokumen ditetapkan dan
penyempurnaan entry renja
murni 2024

Agar segera mengisikan
data target fisik untuk
sub kegiatan TA 2023
pada SIM pelaporan
2023

Akan kami isikan data
target fisik untuk sub
kegiatan TA 2023 pada
SIM pelaporan 2023.

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan
Bagian Organisasi s.d Maret
2023 tercapai realisasi fisik
17.01% hampir sesuai target
17,59%

Pada Sub keg Penataan
Bentuk Kelembagaan Asli
Kabupaten/Kota, pada
rincian keluaran Persiapan
Jasa Konsultansi Kajian
Kelembagaan realisasi fisik
100% tetapi penyerapan
keuangan baru 37.65%, jika
ternyata sisa anggaran masih
digunakan untuk ak�fitas
Persiapan Jasa Konsultansi
Kajian Kelembagaan maka
seharusnya realisasi fisik
�dak 100%, silakan data
realisasi fisik di SIM
Pelaporan untuk di revisi.

Terkait mekanisme TU
DAIS tahun 2023, agar
dalam perencanaan
penggunaan dana lebih
teli� sehingga �dak
sering terjadi setor sts
TU. Terkait pengajuan
SPM GU tahun 2023
dilampirkan SPM dari
SIPD Kemendagri.

Akan kami teli� lagi
dalam penggunaan
dana DAIS sehingga
�dak banyak setor STS,
serta akan kami
lampirkan SPM dari
SIPD Kemendagri
dalam pengajuan SPM
GU.

3. Serapan
Keuangan

1. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan

Akan kami
maksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan

4. Progress
Pengadaan

Tidak terdapat Pengadaan
Tender, Seleksi dan
Pengadaan Langsung yang di
limpahkan ke BPBJ untuk TW

1. Apabila di Triwulan II
Tahun 2023 terdapat
pengadaan menggunakan
metode Pengadaan



Perwakilan Perangkat Daerah

Dwi Ayu Ti� Yulias�
Analis PEP

Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Muhammad Muslim, S.Pt. Bappeda

Tarmini Bag Adalbang

metode E-Purchasing E-
Katalog Lokal Kota
Yogyakarta 2. Apabila di
Triwulan I Tahun 2023
terdapat pengadaan
menggunakan metode
Pengadaan Langsung,
maka yang dapat
dilakukan pelimpahan
ke BPBJ adalah
Pengadaan Langsung
Transaksional yang
menggunakan jenis
kontrak SPK 3. Jika
dikemudian hari
terdapat kendala pada
proses pengadaan
maka dapat langsung
dikonsultasikan ke BPBJ

metode E-Purchasing
E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta.

I 2023

Langsung, maka yang dapat
dilakukan pelimpahan ke
BPBJ adalah Pengadaan
Langsung Transaksional yang
menggunakan jenis kontrak
SPK . 2. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan jasa
menggunakan metode E-
Purchasing E-Katalog Lokal
Kota Yogyakarta. 3. pada
pemilihan produk barang/
jasa pada E-Katalog perlu
memperha�kan Prioritas
Penggunaan Produk Dalam
Negeri sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2022 pasal
E.2.a.1).b). 4. Apabila
terdapat kebutuhan
Pengadaan barang/ jasa yang
bersifat ru�n dan belum
terakomodir pada E-Katalog
Lokal Kota Yogyakarta dapat
Mengajukan Permohonan
pencantuman Etalase. 5. Jika
dikemudian hari terdapat
kendala pada proses
pengadaan maka dapat
langsung dikonsultasikan ke
BPBJ.

- -

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

Agar
mendokumentasikan
dengan baik Tindak
Lanjut atas
rekomendasi SAKIP dan
PMPRB.

Akan kami
dokumentasikan.

6.
Pengawasan

1. Formulasi untuk
pelaksanaan monitoring
P3DN masih dalam
pembahasan. 2. Evaluasi
SAKIP 2022 masih dalam
proses.

1. Meningkatkan
penggunaan produk dalam
negeri. 2. Dimohon agar
buk� TL rekomendasi SAKIP
2021 segera diupload

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

Sri Mulya� Inspektorat



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2023 bertempat di R. Rapat Winongo Lt.1 BAPPEDA dan Zoom Mee�ng ID : 9915024170
Passcode : DESK1104 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL,
dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 1

Jumlah Kegiatan : 10

Jumlah Sub Kegiatan : 36

Pagu Belanja Langsung : Rp. 1.681.859.575,00

Capaian Realisasi Fisik : 97.13

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 69.26

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 5

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

Harapan ke depan
untuk segera
menyempurnakan SOP
Pelaksanaan Kegiatan
yang ada di
Keprotokolan dan
sosialisasinya.

Sudah dilaksanakan
penyempurnaan SOP
pelaksanaan kegiatan
yang ada di
keprotokolan dan
sosialisasinya.

1.
Perencanaan

1. Target sasaran dan
program perangkat daerah
untuk tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD 2. Rencana
merubah target pada Indeks
Kepuasan Layanan Umum
dan Keprotokolan

Perubahan target dicatatkan
di simoneva setelah
dokumen reviu renstra
disahkan agar entrian renja
perubahan 2023 dan renja
murni 2024 di SIPD dapat
menyesuaikan dengan
perubahan yang
direncanakan

agar menyiapkan data
target fisik untuk sub
kegiatan TA 2023
(prosentase target fisik
harus lebih �nggi dari
prosentase target
keuangan), sehingga
siap untuk dientrikan di
SIM pelaporan 2023

Sudah dilaksanakan.

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan
Bagian Umum dan Protokol
s.d Maret 2023 tercapai
realisasi fisik 18.26% dengan
target fisik 18.80 %.

1). Pertahankan progres fisik,
2). Apabila terdapat paket
pekerjaan yang berkontrak
dengan nilai diatas 100juta
dan berSPK agar diinputkan
pada Laporan Kontrak. 3).
Dihimbau untuk teman
teman tenaga teknis pada
Bagian Umum dan Protokol
agar mengisi kinerja harian
pada SIM Tenaga Teknis.

(i) Untuk
penatausahaan tahun
2023, pelaksanaan
kegiatan agar sesuai
dengan tatakala (ii)
Lebih meningkatkan
keteli�an dan
kecermatan dalam
pengajuan SPM
disesuaikan dengan
sisdur (iii) SPD harap
diperha�kan se�ap
pengajuan SPM dan
sumber dana
dicantumkan

1. Telah
mengop�malkan
penyerapan anggaran
sesuai tatakala. 2.
Pengajuan SPM sesuai
sisdur. 3. Se�ap
pengajuan SPM telah
memperha�kan SPD
serta pencantuman
sumber dana.

3. Serapan
Keuangan

Serapan keuangan Bagian
Umum protokol di TW 1
sebesar 59,43%

Pengajuan SPM LS Ph 3 harap
teli� dan cermat



1. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan
jasa menggunakan
metode E-Purchasing
E-Katalog Lokal Kota
Yogyakarta 2. Apabila
di Triwulan I Tahun
2023 terdapat
pengadaan
menggunakan metode
Pengadaan Langsung,
maka yang dapat
dilakukan pelimpahan
ke BPBJ adalah
Pengadaan Langsung
Transaksional yang
menggunakan jenis
kontrak SPK 3. Jika
dikemudian hari
terdapat kendala pada
proses pengadaan
maka dapat langsung
dikonsultasikan ke BPBJ

Sudah dilaksanakan
proses pengadaan
dengan e-katalog.

4. Progress
Pengadaan

Tidak terdapat Pengadaan
Tender, Seleksi dan
Pengadaan Langsung yang di
limpahkan ke BPBJ untuk TW
I 2023

1. Apabila di Triwulan II
Tahun 2023 terdapat
pengadaan menggunakan
metode Pengadaan
Langsung, maka yang dapat
dilakukan pelimpahan ke
BPBJ adalah Pengadaan
Langsung Transaksional yang
menggunakan jenis kontrak
SPK . 2. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan jasa
menggunakan metode E-
Purchasing E-Katalog Lokal
Kota Yogyakarta. 3. pada
pemilihan produk barang/
jasa pada E-Katalog perlu
memperha�kan Prioritas
Penggunaan Produk Dalam
Negeri sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2022 pasal
E.2.a.1).b). 4. Apabila
terdapat kebutuhan
Pengadaan barang/ jasa yang
bersifat ru�n dan belum
terakomodir pada E-Katalog
Lokal Kota Yogyakarta dapat
Mengajukan Permohonan
pencantuman Etalase. 5. Jika
dikemudian hari terdapat
kendala pada proses
pengadaan maka dapat
langsung dikonsultasikan ke
BPBJ.

telah melakukan
pengukuran kinerja

Telah dilaksanakan
pengukuran kinerja
pada aplikasi Simoneva
dan telah dilakukan
koordinasi oleh Bagian
Adminkeu menjadi
satu dengan
pengukuran kinerja
Setda.

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

1. Penyusunan MR
sesuai dengan
Peraturan Walikota
Yogyakarta No. 43
Tahun 2022 tentang
Pedoman Manajemen
Resiko..

Sudah dilaksanakan.
6.

Pengawasan

1. Dalam MR, Penyusunan
pelaporan pelaksanaan
pengendalian tahun 2023
(form B3, B4, C3, C4). 2.
Pelaksanaan evaluasi RB
diamanatkan tribulan sekali,
selanjutnya mempersiapkan
buk� dukung dan self
assesment atas renaksi untuk
TW 4. 3. Pengiriman laporan
semesteran (semester2)
realisasi P3DN ke DPKUKM.

1. Menyusun pelaporan
pelaksanaan pengendalian
tahun 2023 (form B3, B4, C3,
C4). 2. Melaksanakan
evaluasi RB diamanatkan
tribulan sekali, selanjutnya
mempersiapkan buk�
dukung dan self assesment
atas renaksi untuk TW 4. 3.
Mengirimkan laporan
semesteran (semester2)
realisasi P3DN ke DPKUKM.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui



Perwakilan Perangkat Daerah

Ra�h Permana Sari
Kasubbag TU Adm Pimpinan dan SA

Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Eni Kusrini, S.Si. Bappeda

Agi Diyastu� BPKAD

Eka Purwanto Bag Adalbang

Irvan Satria Priambodo, S. Tr.T. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

Teddy Widyanto Inspektorat



BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN I TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2023 bertempat di R. Rapat Winongo Lt.1 BAPPEDA dan Zoom Mee�ng ID : 9915024170
Passcode : DESK1104 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 1

Jumlah Kegiatan : 8

Jumlah Sub Kegiatan : 31

Pagu Belanja Langsung : Rp. 194.760.185,00

Capaian Realisasi Fisik : 100.00

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0

Capaian Realisasi Keuangan (%) : 65.18

Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 4

REKOMENDASI TW
SEBELUMNYA

TINDAK LANJUT TW
SEBELUMNYA

ASPEK CATATAN REKOMENDASI

Intensitas koordinasi
dengan BPKAD dan
internal di Bagian-
Bagian

Sudah berkoordinasi
dengan BPKAD dan
internal Bagian di
Setda

1.
Perencanaan

Target sasaran dan program
perangkat daerah untuk
tahun 2023-2026 telah
tertuang dalam file Reviu
Renstra Tahun 2023
(Perubahan Pertama) pada
tautan h�ps://s.id/
MetadataRPD

Hasil reviu di�ndaklanju�
pada saat penginputan renja
perubahan 2023 setelah
dokumen ditetapkan dan
penyempurnaan entry renja
murni 2024

1)agar menyiapkan
data target fisik untuk
sub kegiatan TA 2023
sehingga siap untuk
dientrikan di SIM
pelaporan 2023
2)Perencanaan target
fisik dan keuangan sub
kegiatan agar juga
melihat realisasi tahun
sebelumnya sebagai
bahan per�mbangan,
terutama untuk sub
kegiatan yang sering
mengalami deviasi
nega�f fisik dan
keuangan

1. Data target fisik
2023 sudah disiapkan
dan diinput di SIMPel
2. Rencana target fisik
tahun 2023 berbeda
dengan tahun 2022
karena tahun 2023
semua sub kegiatan
hanya ada 1 output

2.
Pelaksanaan

Fisik
Kegiatan

Pelaksanaan fisik kegiatan
Bagian Administrasi dan
Keuangan s.d Maret 2023
tercapai realisasi fisik
23.82%.

Pada Sub keg
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD realisasi fisik 41,02
(target fisik nya 41,02) tetapi
di kolom perkembangan
kegiatan tertulis Mundur Dari
Tatakala (Pelaksanaan
dilakukan Bulan Mei), kalau
mundur harusnya realisasi
�dak sesuai target (lebih kecil
dari target),maka data
realisasi fisik di SIM
Pelaporan agar di revisi.

Lebih di�ngkatkan
dalam memplo�ng dan
merealisasikan
kegiatannya, SE �g
Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah TA 2023 mohon
dikoordinasikan
dengan internal, Lebih
teli� dalam
peremajaan gaji dan
dikirim max sebelum
tgl 20

Sudah mencerma�
plo�ng anggaran agar
bisa direalisasikan
sesuai rencana

3. Serapan
Keuangan

Kelengkapan dan urutan
dokumen pengajuan SPM
baik LS, GU maupun TU
masih perlu dibenahi agar
�dak menghambat proses
penerbitan SP2D

selalu mengingatkan bahwa :
1. Pelaksanaan kegiatan agar
disesuaikan dengan tata kala,
mengacu pada aturan
Peraturan Walikota Yk
No.136 Tahun 2021,
Peraturan Pemerintah No.12
Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 2.
Dalam melakukan
Penatausahaan Keuangan
agar lebih meningkatkan
keteli�an dan kecermatan. 3.
Pengajuan SPM �dak boleh
melebihi SPD dan Jenis
Sumber Dana harus
tercantum dalam se�ap
uraian pada SPM yang



diajukan.

Rekomendasi yang
perlu diperha�kan
adalah : 1. Apabila
terdapat Pengadaan
Langsung di tahun
2022 yang di tahun
2023 sudah tersedia di
E-Katalog, maka PL
tersebut dapat
dialihkan
menggunakan E-
Katalog di tahun 2023
ini. 2. Untuk
Pengadaan Langsung
dengan kontrak SPK
dapat diproses melalui
LPSE. 3. Untuk proses
PL TT Naban kemarin
dapat dijadikan
evaluasi, terumama
untuk TT dimohon
memperha�kan syarat-
syarat yang harus
diupload dan tatakala,
sehingga �dak banyak
koreksi pada saat
dilakukan proses
evaluasi. Karena
dengan banyaknya
koreksi akan
memperpanjang waktu
evaluasi dan
mendapatkan
pemenang.

1. Belanja modal akan
menggunakan e-
katalog 2. Rencana PL
tahun 2023 yg
menggunakan SPK
hanya TT 3. Proses PL
TT akan dievaluasi agar
ke depan pelaksanaan
lebih ter�b dan lancar

4. Progress
Pengadaan

Tidak terdapat Pengadaan
Tender, Seleksi dan
Pengadaan Langsung yang di
limpahkan ke BPBJ untuk TW
I 2023

1. Apabila di Triwulan II
Tahun 2023 terdapat
pengadaan menggunakan
metode Pengadaan
Langsung, maka yang dapat
dilakukan pelimpahan ke
BPBJ adalah Pengadaan
Langsung Transaksional yang
menggunakan jenis kontrak
SPK . 2. Perlu
memaksimalkan proses
pengadaan barang dan jasa
menggunakan metode E-
Purchasing E-Katalog Lokal
Kota Yogyakarta. 3. pada
pemilihan produk barang/
jasa pada E-Katalog perlu
memperha�kan Prioritas
Penggunaan Produk Dalam
Negeri sesuai dengan
Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 122 Tahun 2022 pasal
E.2.a.1).b). 4. Apabila
terdapat kebutuhan
Pengadaan barang/ jasa yang
bersifat ru�n dan belum
terakomodir pada E-Katalog
Lokal Kota Yogyakarta dapat
Mengajukan Permohonan
pencantuman Etalase. 5. Jika
dikemudian hari terdapat
kendala pada proses
pengadaan maka dapat
langsung dikonsultasikan ke
BPBJ.

sudah mengisi
pengukuran kinerja
pada aplikasi Simoneva

Pengukuran Kinerja
Setda TW I 2023 sudah
diinput di SIMONEVA

5. Pelaporan
LKIP/

Perjanjian
Kinerja

Pengukuran Kinerja sudah
dilakukan di Sekretariat
Daerah, �dak ada kendala
dalam penyusunan dokumen
LKIP dan dokumen Perjanjian
Kinerja

Sasaran strategis sudah
tercapai, pertahankan.

agar menyiapkan buk�
dukung terkait
implementasi SAKIP
dan PMPRB tahun
2022 untuk penilaian
yang akan dilaksanakan
pada tahun 2023

Buk� dukung
implementasi SAKIP
2022 sudah disiapkan

6.
Pengawasan

1. Realisasi P3DN secara
keseluruhan tahun 2022 di
Kota Yogyakarta masih
rendah 2. Evaluasi SAKIP
untuk LKIP tahun 2022 masih
berjalan

1. Belum adanya kepas�an
apakah masih menggunakan
sistem SIERA atau �dak,
namun kepada seluruh OPD
diharapkan dalam
penggunaan anggaran
mengop�malkan
penggunakan produk dalam
negeri. 2. Secara
keseluruhan, untuk SAKIP
Sekretariar Daerah tahun
2021 sudah baik namun
perlu meningkatkan
dokumentasi evaluasi kinerja
serta �ndaklanjut
rekomendasi dan upaya
perbaikannya



Perwakilan Perangkat Daerah

Anggo Yek� K
Perencana Ahli Muda

Perwakilan Tim Penguji Instansi TTD

Eni Kusrini, S.Si. Bappeda

Rose Gamashyan� BPKAD

Tarmini Bag Adalbang

Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T. BLP

Luvi Rismawa�, S.Psi. Bag Organisasi

Ria Rizky Inspektorat

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui
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PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GEⅣDER βυDGErSrИ FEせ ∠ヽEⅣ⊃

SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGIR.測M Program Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah
KODE PROGRAM 4.01.01

A卜J2生LISIS SITIJASI Di Kota Yogyakarta sudah terdapat 216 penyedia jasa

makanan dan minuman yang tergabung dan terdaftar
secara resmi di program Nglarisi. Program nglarisi
tersebut bisa diakses melalui Jogia Smart Service (JSS)

Pemkot Yogyakarta. Meskipun demikian, pemesanan

kebutuhan rapat belum dilakukan secara merata ke
penyedia makanan dan minuman tersebut.

Hal tersebut disebabkan karena penyedia jasa makanan

dan minuman belum semuanya mampu untuk menerima
pesanan dalam jumlah besar dan waktu yang singkat.

Selain itu, tidak semua penyedia yang memberikan respon

secara cepat jika ada pesanan melalui aplikasi pemkot
(nglarisi). Menu yang kurang variatif dan menarik juga

menjadi alasan lain kenapa pemesanan masih "dinikmati"
oleh beberapa penyedia saja.

Sedangkan dalarn satu tahun anggaran, dilaksanakan rapat

dinas sebanyak 10 kali. Setiap rapat dinas tersebut

membutuhkm 90 dus untuk makan dan snack sebagai
jamuan.

CAPAIAN PROGRA:M I Tolok Llkur
Meningkatkan transaksi ke penyedia jasa makanan dan

minunlan ddam
Indikator dan Target Kinerja
1. Meningkahya transaksi pembelian ke penyedia jasa

makanan dan minuman yang tergabung dalam progrnm

nglarisi
2. Bertambahnya jumlah penyedia yang memperoleh

pesarum

JUMLAH ANGGARAN
PROGRA:M

Rp.38.860.000,―



penyediaMelakukan dipemesanan makananJasa
dan inlll11lnan dalamyang tergabung prOgFanl

di Dinas
Masukan

OPD Pemkot; BUMD, Setda 75 org,
Panitia l0 org, Petugas Kebersihan 5

Rp.26.100.000,-

Keluaran Meninょ atnya J umlah transaksi ke
makanan dan minumanasa

】
パぉ
鷲
一̈
Ｏ
Ｖ

Hasil pendapatan masyarakat
yang tergabung dalam
Peningkatan

progranl

Melakukan dipemesanan makananpenyedia Jasa
dan mrnuman dalamyang tergabung plogram

di Rakor
Masukan 12.760
Kclua「an IVleningkatnya jumlah transaksi kc

makanan dan minuman

RENCANA AKSI

一
饉
“
一“
一∞
０
一Ｍ

Hasil pendttatall mぉyarakat
yang tergabung dalam program

Peningkatan

Yogyakarta, Jt Marct2t23

Pemerintahan

ヽ

990031003
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UnitKena �Ra車軸ElAdIIlinistlaSiPembaJ即題Li劃DSetdaKotaYogTaJnrta 

TAtIUNANGGARAN �2023 

PROGRAM �PrqI同調峡ormm向n由nPemぬ喝unan 

KODEPROGRAM �4．01．03． 

ANALISiSSiTUASl �剛　K額a　Y柳ね由　れ継鵬m　Seblah　pr関町am　un同k 

岬n画調由れ由n　es匂a能町aanm遜ya鴫譲diK〇日 
Yf肋QrtaI鷲rl楓rmPrtH旧mG帥dertg（吏i噛め噌γaJlgdiaturdatam 

PeratLJranWa駄otziYく喝YakarBNの“231もhun2018tentangProgram 

Gandel鳴　く島田mg　Kt賎　Y柳aねrta．Saぬh　satu　pr関ram　yang 

d軸nkana輸血由hm瓢ga晦kITIaSyaIa廠IllN：rrIbentukkeicHTIFXlkusaha 

k山調ぎu観山km鄭γ鍾l曲れ亘lnu劃Im出色nminunliapatd川喝ku噌臼∩ 

Pemkt葉　Y開脚kaIta．Pt劃罰tah　Kda　Yq7yakartalTle樹uiBagian 

Adrrmisl雄姿ipemlbaTE叩rtan　調印YE遭iaぬhdanITIIeWajiibkan　keiomFXlk 

Ga嶋田唱（吏鵬b喝d　膜雌噌k踊肥”mer馳unaぬna函kaSiNgbr函 

軸ia由tunmkkdの11両細田喝G関心的場dabmmemesa嶋∩ 
jamtJanmakanmjnmrapat伽的叩？anPerrBrintahKotaYc喝yakarta 

daha由tumukm髄魔虹舶甜喝聾蘭劃上申muanmakahmihumyal喝 

喰9禦ぎapunmk叫InL 

Sam噌i頓楓nD馨週mhざ2021．j馴れ由hk虞Ⅲ1坤kG田地叩く童mbi喝 

ya的剣血h脚br陶daa帥kasiNgぬ庭ise腿nyak263kebmpkdan 
暗む脇t57胞同町k瞭Imll検討1囲1両画∩．Kebm的kini 
masihmasihd鵡0細ninasiolellPetraibtlYa喝rata－ralabelprOftSlSebagai 

ibLJmmah　tar関．P覆ia　的　masih　banYak　tx由eTapa 

畦bm即kG肌血i喝Ger血的mm坤uhぬnk慮ei触れ的由れ鴎mbaYamn 

ddl馳apa　OPD　陣的箇甜lnmi底質i重唱an　画関bn　antar 

軸．K血rI庫k（動蘭島喝（妻膜h喝　masih　k，u調ISe阿uhnYa 
melY勘m陶鵬m帆船寄．画噌tdanmaSuQnteha直ap高めsiNgぬnsi 

軸njnjdisd日出andeh鳥肌i舶Lyam」ke筆録banSan 
kua競輪S　SDM　ultuk　mena噌a面　keb，11増水9amkng　ge舶b喝　dan 

瞭iu同町函Sam隔日hri四隅関目堰rlUr暗唱，出る噌kan鴫請or 

地場！．畑山 
1．鳴摘　ner輸血h町田i鳴れ劃叩um　m郵宮嶋t　keb同軸　Ga鵬的 

（ますICb喝daJammer噌uaSaitE：ki億：BiinftNrmaSi 

2．Kdtitbkr間daan　OPDlmヨ”rlfSan　坤　ke観mfX：）k　Gandeng 

（婁mb喝 

3．Masih畔nyak慮Br励nba由mpl凱1臆γarandariPe庵ngk．競DaeTah 

削董anもmLanrr田l⑦ndanminⅢnd＝膳bmpok∞nder鴫oemね「調 

CAPAIANPROGRAM �TolOkUkur 
MerLhgkatkan　keberthyai劃　dan　脚部塑nInaSYarakat　yang 

tBrgal山間da由mkelerrIか9arM嚢質せgemh喝del噌anIl脆ningkatkan 

kLIai膝　叩huknya　くhJli噌maSal即日的duknyaITlebluit的ii 

in請で晴姿日豪庇ma両脇Ngb応i 



IndintordanTargetKineIia 
I軸iぬbrや喝ぬ哩： 
ぬ噌ka咄： 
1．軸州や望軸apli底i喝br南画jkdompkQ1両 
Gei調印劇曲pKgT由れbenSe腿叩叔14由Ii 
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OlehOPDyangrnemesan 

JUMLAH　ANGGARAN PROGRAM �Rp65．縫1．440 
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Y柳kalta．28Mal’et2022

Ka．軸劃Admin寂mSiPemba喝unan
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PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GEN D ER BU D GET STAT EDI EN N

Unit Keria Bagian Pengadaan Barang dan fasa

TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM Penunjang u rusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

KODE PROGRAM 4.01.01

ANATISIS SITUASI Pada tahun 2021, BPBJ telah melasanakan pekerjaan renovasi atap
gedung sehingga mengharuskan renovasi total interior ruang kerja
lantai 3 BPBJ. Sehingga pada tahun 2022 direncanakan dan
dilaksanakannya penataan layout ruang kerja dan laktasi namun
pekerjaan interior belum direncanakan sehingga bangunan belum
bisa ditempati.
Dalam proses pemeliharaan lantai 3 gedung BPBJ, para pegawai
BPBJ yang beflumlah 21 orang pegawai laki-laki dan 14 orang
pegawai perempuan untuk sementara waktu menempati gedung ex
DPMPPA. Didalam gedung ex DPMPPA terdapat 1 ruangan Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2 ruangan pegawai, 4 ruang
rapat dimana masing-masing ruangan memiliki ukuran :

a.RuangRapatl:6mx6m
b. Ruang Rapat2:4m x4 m
c. RuangRapat3:3mx3m
d.RuangRapat4:3mx2m.
Dengan jumlah dan luasan ruang rapat diatas tentunya kurang
memadai untuk menampung banyaknya penyedia/OPD dimana pada
tahun 2021 BPBJ melaksanakan proses pemilihan sebanyak 146
paket pekerjaan yang menjadikan ruangan rapat menjadi hal yang
sangat dibutuhkan untuk melaksanakan proses pemilihan. Ruangan
pegawai yang sempit juga sangat berpengaruh dengan kenyamanan
para pegawai karena setiap pegawai memerlukan area meja kerja
yang luas dan tempat arsip sementara. Selain itu di gedung ex
DPMPPA tidak tersedia ruang lakasi dimana terdapat 2 pegawai
perempuan yang membutuhkan ruangan laktasi.
Dari faktor kesenjangan diatas dapat disebabkan oleh faktor internal
OPD dan faktor eksternal OPD. Dimana faktor internal yang
melatarbelakangi adalah belum dilaksanakan/direncanakan
pekerjaan finishing ruangan pada lantai 3 gedung BPBI Kota
Yogyakafta sehingga pegawai masih harus menempati gedung ex
DPMPPA. Sedangkan dilihat dari faktor eksternalnya jumlah proses
pemilihan penyedia barang dan jasa terus bertambah dan kurang
disiplinnya penyedia saat menghadiri undangan mengakibatkan
penumpukan penyedia diruang tunggu karena terbatasnya jumlah
ruang rapat pokja.
Dengan latar belakang tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
akan melaksanakan penataan interior lantai 3 Gedung BPBJ Kota
Yogyakarta guna mewujudkan tersedinya ruang kerja Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan
dan laki-laki serta tamu yanq berkuniunq

CAPAIAN PROGRAM Tolok Ukur
Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi
pegawai perempuan dan laki-lakiserta tamu yanq berkuniunq



Indikator dan Target Kineria
Indikator: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan lainnya pada lantai 3 gedung BPBJ

Tarqet : 1 unit

JUMLAH ANGGARAN
PROGRAM

Rp. 200.000.000

Pemeliharaan Gedunq BPBJ Lantai 3

Masukan Rp 200.000.000
(Penataan Interior Lantai 3)

Keluaran Tercapainya Pemeliharaan
Gedung BPBJ Lantai 3

Hasil Tersedinya Ruang kerja
Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa yang nyaman bagi
pegawai perempuan dan laki-
laki serta tamu yang
berkunjung dan adanya ruang
laktasi

Yogyakarta, 5 April 2022

Ka. Barang dan Jasa
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ANALISIS GENDER METODE GAP
GENDER ANALYSTS PATHWAY (GAPI

OPD/Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta

Sub Bagian : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun Anggaran : 2023

dan Rencana AksiGENDER

Kebijakan/Program/ Kegiatan Data Pembuka wawasan
Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan

internal
sebab kesenjangan

Reformulasi Tujuan Rencana aksi Data Dasar (baseline) lndikator Gender

h5 7 h81 2 3 h4 h5
Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa 1. Pada

ksanakan

UMUM
tahun

atap gedung sehingga

n renovasi total
nterior ruang kerja lantai

BPBJ

kenyamanan

ng belum tercapai

Ruang kerja dila
gedung BPBJ belu ilihan penyedi

dioperasi ng dan jasa

n belu rtambah dan ku

ksanakan pekerja plinnya penyedi

menghadiishing ruangan

2, adanya ngan

batkan

kan penyedi

tunggu
ju

rapat pokja

n

Ruang laktasi belu

dioperasikan

um

laktasi

dan baik

ng kerja Bagia Pemeliharaan/Reha 1. Ruang rapat yang

n Barang da bilitasi

nanya
pada gedung Pemeliha raa n/Reha bilitasi

h

meja kerja yang sa

dan arsip
yang sa

untuk

yang nyaman

perempuan da

ki-laki serta tamu

njung

Kantor da

Bangunan Lainnya

DPMPPAada 4 ruang

ruangan memiliki ukuran

RuangRapatL:6mx6m
b.RuangRapat2:4mx4m

RuangRapat3:3mx3m
RuangRapat4:3mx2m

Jumlah paket yang

n pada tahun 2021

nyak 146 pa
jumlah pegawai pada BP

yogyakarta

lantai 3 da

lihkan pada gedung

DPMPPA sebanya

1. Pegawai laki-laki : 21 orang

Pegawai Perempuan

Pegawai perempuan

membutuhkan ruangan

a 2 pegawai

ng Kantor

Bangunan Lainnya

lantai 3 gedung BPBJ

Tahun 2022 dilaksana Ruang rapat yang kura h dan luas

layout ruang kerja pat pada gedungu

laktasi pada ruang kerja n8 MPPA dikarena

ntai 3 namun rapat dilantai
nterior belum di pegawai perempuan da ung BPBJ belum

bangunan belum bisa
un8 perempua

ng masih menjadi
3

Pegawai BPBJ ya patkan haknya u

umnya menempati lantai peroleh tempat
nyamanuntuk sementara

DPMPPA

gedung

yang

ruangannya

untuk banya

pegawai dan kondisi

rapat yang kurang nyaman

Ruang rapat yang da

sikan pada gedung

DPMPPA ada 4 ruang ra

ma
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1. Persentase penyampaian laporan penyelenggaraan tata 

pemerintahan memenuhi standar ketentuan dan ketepatan waktu

2. Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah


Sekretaris Daerah

Kota Yogyakarta

Ir. Aman Yuriadijaya, MM

NIP. 196512131992031006

Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD yang 

koordinatif dan tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya dokumen DPA-SKPD yang koordinatif dan tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD yang koordinatif 

dan tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya dokumen RKA-SKPD yang koordinatif dan tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang 

tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 

yang tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD yang koordinatif dan tepat waktu (Sasaran sub 

kegiatan)

INDIKATOR

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026

Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat (TUJUAN PERANGKAT DAERAH)

Meningkatnya kebijakan pelayanan publik (TUJUAN 

PERANGKAT DAERAH)

Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada 

perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 

Persentase implementasi rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATORINDIKATOR

Meningkatnya layanan kebijakan kesejahteraan rakyat 

(Sasaran Program)

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Persentase implementasi rekomendasi kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan rakyat

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Perekonomian Indeks Pelaksanaan Pembangunan Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat 

Daerah

Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan 

meningkatnya perkembangan pembangunan wilayah 

(Sasaran Program)

Meningkatnya kerjasama daerah yang ditindaklanjuti 

(Sasaran Program)

Meningkatnya ketepatan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan (Sasaran Program) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Pemerintahan Daerah (Sasaran Program)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan  Umum dan Keprotokolan 

(Sasaran Program)

Meningkatnya pemenuhan standar ketepatan waktu dan 

tingkat layanan pengadaan barang/jasa (Sasaran Program)

INDIKATOR

Persentase proses tender yang sesuai RUP

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

(Sasaran Program)

Tersusunnya laporan  Prognosis Realisasi Anggaran yang 

tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut 

pemeriksaan yang tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya dokumen  koordinasi dan pelaksanaan 

Akuntansi SKPD yang tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan (TUJUAN PERANGKAT DAERAH)

Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 

dengan lengkap dan sesuai tatakala (Sasaran kegiatan)

Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah Sekretariat 

Daerah yang sesuai kebutuhan (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya koordinasi sinkronisasi, monitoring dan 

evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terselenggaranya pelaksanaan protokol dan komunikasi 

pimpinan yang selesai tepat waktu (Sasaran kegiatan)

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama yang tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah 

Sekretariat Daerah yang tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro 

kecil yang tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya Fasilitasi Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan yang efektif (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan 

pengelolaan informasi hukum secara optimal (Sasaran sub 

kegiatan)

Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum dan HAM secara 

optimal (Sasaran sub kegiatan)

Tersedianya koordinasi dan penilaian barang milik daerah 

Sekretariat Daerah yang akuntabel (Sasaran sub kegiatan)Terlaksananya fasilitasi kerjasama luar negeri yang tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama yang tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan secara 

optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan secara 

optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang 

milik daerah Sekretariat Daerah yang tepat waktu (Sasaran 

sub kegiatan)

INDIKATOR

Indeks Perekonomian Indeks Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya pelaksanaan penyusuna bahan kebijakan 

perekonomian dan meningkatnya BUMD dan BLUD berkinerja 

baik (Sasaran Program)
INDIKATOR

1. Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan 

perekonomian

Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri yang tepat 

waktu (Sasaran sub kegiatan)

INDIKATOR

Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian 

yang tepat waktu (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan 

yang optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

secara optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terselenggaranya pelaksanaan administrasi pembangunan 

secara optimal (Sasaran kegiatan)

Terselenggaranya pengelolaan pengadaan barang dan jasa 

secara optimal (Sasaran kegiatan)

Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah secara optimal 

(Sasaran kegiatan)

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah secara 

optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah 

secara optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang 

dan Jasa secara optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik secara optimal (Sasaran sub kegiatan)

INDIKATOR

Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti

INDIKATOR

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan

Terlaksananya administrasi tata pemerintahan secara optimal 

(Sasaran kegiatan)

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi hukum yang 

selesai tepat waktu (Sasaran kegiatan)

Terlaksananya kebijakan terkait kesejahteraan rakyat secara 

optimal (Sasaran kegiatan)

Terlaksananya kebijakan di bidang bina mental secara efektif 

dan efisien (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait 

kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan 

dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, 

perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas secara efektif dan 

efisien (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya kebijakan, evaluasi dancapaian kinerja terkait 

kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, 

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, 

pengendalian penduduk dan KB secara efektif dan efisien 

(Sasaran sub kegiatan)

Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-

undangan dan Pelayanan Hukum (Sasaran Program)

INDIKATOR

Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan 

Pelayanan Hukum

Meningkatnya kebijakan pelayanan publik (SASARAN 

PERANGKAT DAERAH)

Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat

2. Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan 

laporan)

Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan 

kesejahteraan rakyat (SASARAN PERANGKAT DAERAH)

Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan (SASARAN PERANGKAT DAERAH)

Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian (SASARAN 

PERANGKAT DAERAH)

Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan (SASARAN 

PERANGKAT DAERAH)

Persentase Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan 

manajemen organisasi

INDIKATOR

Indeks kepuasan layanan umum dan keprotokolan

INDIKATOR

Terselenggaranya fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat 

Daerah yang selesai tepat waktu (Sasaran kegiatan)

Terselenggaranya penataan organisasi secara optimal 

(Sasaran kegiatan)

INDIKATOR INDIKATOR

SEKRETARIAT DAERAH

Terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian 

dan bahan pengelolaan BUMD dan BLUD secara optimal 

(Sasaran kegiatan)

Terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan yang efektif (Sasaran sub 

kegiatan)

Terfasilitasinya penyusunan Laporan Kinerja Perangkat 

Daerah yang koordinatif dan sesuai dengan ketentuan 

(Sasaran sub kegiatan)

Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

Sekretariat Daerah yang sesuai kebutuhan (Sasaran sub 

kegiatan)

Tersusunnya dokumen Penatausahaan dan pengujian/ 

verifikasi keuangan SKPD yang tepat waktu (Sasaran sub 

kegiatan)

Tersusunnya  Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 

laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir 

tahun SKPD yang koordinatif dan tepat waktu (Sasaran sub 

kegiatan)

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD yang koordinatif dan tepat waktu (Sasaran 

sub kegiatan)

Terselenggaranya peningkatan budaya pemerintahan secara 

optimal (Sasaran kegiatan)

Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala 

(Sasaran kegiatan)

Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala 

daerah yang optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi 

yang optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil 

kepala daerah yang optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga 

Sekretariat Daerah yang optimal (Sasaran sub kegiatan)

Terfasilitasinya pelayanan publik dan tata laksana perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Sasaran sub kegiatan)

Terkelolanya kelembagaan dan analisa jabatan perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya fasilitasi keprotokolan yang optimal (Sasaran 

sub kegiatan)

Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan yang optimal 

(Sasaran sub kegiatan)

Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan yang 

optimal (Sasaran sub kegiatan)

Tertatanya kelembagaan asli Kota Yogyakarta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Sasaran sub 

kegiatan)

Terlaksananya budaya pemerintahan Kota Yogyakarta yang 

selaras dengan nilai-nilai budaya SATRIYA (Sasaran sub 

kegiatan)

Terselenggaranya penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan keistimewaan secara optimal (Sasaran 

kegiatan)

Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian (TUJUAN 

PERANGKAT DAERAH)

Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan (TUJUAN 

PERANGKAT DAERAH)



 

 



 


